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Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala 

BPOM Nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan 

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024. 

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian 

Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam 

rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target 

kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, 

pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai 

dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi  Pemerintahan dan  tata  cara  pengendalian  

serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2024 

tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya 

Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 

2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target 

Tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 

kinerja serta realisasi anggaran.  

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen 

kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, 

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi 

terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.  

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi 

yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan 
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secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) 

berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada triwulan selanjutnya. 

 

 

Surabaya, 24 Februari 2025 

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di  

Surabaya, 

 

 

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt 
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Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 mengacu pada 

Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 

34 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh 10 (sepuluh) 

sasaran strategis memperoleh capaian kategori Sangat Baik dan 1 (satu) sasaran strategis 

tidak dimasukkan kedalam perhitungan evaluasi NPSS. Hasil capaian tiap sasaran strategis 

adalah sebagai berikut: 

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 101,12% dengan kriteria 

Sangat Baik , menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat 

dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2024; 

2. Capaian indikator sasaran strategis kedua pada tahun 2024 sebesar 106,88% dengan 

kriteria Sangat Baik , ini keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup 

BBPOM di Surabaya; 

3. Capaian indikator sasaran strategis ketiga pada tahun 2024 sebesar 103,16% dengan 

kriteria Sangat Baik , Hal ini menun jukkan BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan 

kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya; 

4. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 101,21% dengan kriteria Sangat 

Baik , menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas 

pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di 

Surabaya tahun 2024; 

5. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 100,59% dengan kriteria Sangat 

Baik , menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas 

komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada 

tahun 2024; 

6. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 120,00% 

dengan kriteria Sangat Baik , menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam 

meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di 

lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2024; 
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7. Pada tahun 2024 pada sasaran strategis ketujuh yaitu Meningkatkan efektivitas 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya, memperoleh 

Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 118,59% dengan kriteria Sangat Baik ; 

8. Capaian indikator sasaran strategis kedelapan pada tahun 2024 sebesar 100,15% 

dengan kriteria Sangat Baik , menunjukkan bahwa BBPOM di Surabaya berhasil 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal; 

9. Pada tahun 2024 capaian Indikator sasaran strategis Terwujudnya SDM BBPOM di 

Surabaya yang berkinerja optimal tidak dimasukkan kedalam perhitungan NPSS. 

10. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 110,28% 

dengan kriteria Sangat B aik  pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan BBPOM di 

Surabaya dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan 

Obat dan Makanan; 

11. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 106,56% 

dengan kriteria Sangat B aik  pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan BBPOM di 

Surabaya mewujudkan terkelolanya Keuangan secara Akuntabel. 

 

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2024 antara 

93,33% sampai dengan 120,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator ñNilai 

Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasaò dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun pertama 

penilaian indikator ini sebagai Indikator Kinerja Utama dan target yang ditetapkan terlalu 

tinggi. Beberapa upaya perbaikan yang terus dilakukan Balai Besar POM di Surabaya agar 

dapat mencapai nilai yang maksimal seperti melakukan koordinasi dan komunikasi dengan  

penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan upload dokumen pengriman di Aplikasi LPSE 

sehingga Pejabat Pembuat Komitmen bisa menilai dan  menyelesaikan paket pengadaan; 

melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Pejabat pengadaan sehingga pengadaan 

tidak sampai terlambat atau bisa tepat waktu; dan segera melakukan Pemilihan penyedia 

terutama untuk belanja modal. Sedangkan terdapat 4 capaian indikator kinerja tertinggi 

dengan capaian sebesar 120,00% pada indikator ñPersentase sampel Obat yang diperiksa 

dan diuji sesuai standarò; ñPersentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai 

standarò; ñIndeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimalò; ñPersentase Realisasi 

penggunaan produk dalam negeriò. 

Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama 

untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis.Capaian TE untuk 21 (dua puluh satu) 

kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) 

kegiatan antara 0 s.d 0,52. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan 
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Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada 

Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar 

Rp71.617.386.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah Rp69.473.776.680,- atau 

96,82%. BBPOM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam 

rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 

2024. 

 

Surabaya, 24 Februari 2025 

Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

di Surabaya,  

  

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt 
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Selama tahun 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah menerima 

beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain : 

 

1. BBPOM di Surabaya berhasil meraih UPT Terbaik Pendampingan Kegiatan PJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SDN Mojo VI Kota Surabaya sebagai sekolah intervensi Balai Besar POM di Surabaya 

memperoleh Juara I Tingkat Nasional Sekolah Regional Barat dengan PJAS Aman 

Kategori SD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SMPN 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagai sekolah intervensi Balai Besar POM di 

Surabaya memperoleh Juara I Tingkat Nasional Sekolah Regional Barat dengan PJAS 

Aman Kategori SMP 
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4. Pasar Nambangan Kota Surabaya sebagai lokus intervensi Balai Besar POM di Surabaya 

memperoleh Juara II Tingkat Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

untuk Regional Barat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Peringkat III Pengguna Transaksi Digipay 

Terbanyak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Peringkat II Pengguna KKP Transaksi Terbanyak 

Kategori Pagu Sedang 25-100 M 
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7. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Peringkat I Satket terbaik atas Transaksi KKP 

Terbanyak Periode Januari s.d September Tahun 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Terbaik Kedua Unit Kearsipan II dengan kategori 

AA ñSangat Memuaskanò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. BBPOM di Surabaya berhasil meraih 10 Terbaik Kelompok Lembaga pada PEKPPP 

Tahun 2024 dengan Predikat ñPelayanan Primaò 
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10. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok 

Keberlanjutan Tahun 2024 atas Inovasi GEMPUR JATIM ñGerakan Mengawal 

Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timurò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Indeks Pelayanan Publik Kategori ñPelayanan 

Primaò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Peringkat II Ketegori PPID Pelaksana UPT Balai 

Besar POM sebagai Badan Publik ñInformatifò 
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13. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Regional Terbaik Kedua Penghargaan UPT 

dengan Implementasi Regionalisasi Terbaik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Apresiasi atas Dedikasi dan Komitmen secara 

proaktif mengimplementasikan program NUANSA (Naik Kelas UMK Obat Bahan 

Alam Indonesia), memberikan pendampingan untuk naik kelas, sehingga berhasil 

meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi serta mendukung kemajuan Usaha 

Mikro Kecil Obat Bahan Alam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. BBPOM di Surabaya berhasil meraih Apresiasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik Berbasis HAM (P2HAM) 
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1.1 Latar Belakang   

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024 terdiri dari 

2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam 

rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan 

terkait dengan perlunya peningkatan   pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya 

dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan   pangan, serta 

perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan 

Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian 

nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap 

perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, 

khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial 

Masaraat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi. 

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari pentingnya perubahan 

paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, 

dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan 

Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran 

masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. 

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku 

usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat 

dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk 

mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi 

ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM. 

Perubahan paradigma  ini juga  disikapi  BBPOM di Surabaya dengan  kebijakan  penguatan 

kapasitas BBPOM di Surabaya untuk  secara  efektif melaksanakan  pengawasan hulu  ke 

hilir dan  tindak  lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan  publik yang  lebih efisien 

dan  mendekatkan BBPOM di Surabaya ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa   

memberikan efek  jera terhadap pelanggaran hukum  atas  jaminan  keamanan,  manfaat,  
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dan  mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan  pelaku usaha, 

pemangku kepentingan, dan masyarakat  dalam pengawasan Obat dan Makanan 

1.2 Gambaran Umum Organisasi 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 

05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir 

dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 

Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat 

mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis 

penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM 

di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh 

seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh 

Sekretaris Utama.  

Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) 

dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut: 

a. Balai  Besar  POM  di  Surabaya, cakupan pengawasan meliputi  27 kabupaten/kota 

(Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota 

Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, 

Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, 

Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, 

Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan,  Kabupaten 

Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep). 

b. Balai POM di Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 (enam) kabupaten/kota 

(Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten 

Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)    

c. Balai POM di Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten (Kabupaten 

Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, 

Kabupaten Lumajang) 

 

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi : 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di 

wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM 
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dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap 

masyarakat. 

1.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem 

Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka 

Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB 

nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 

tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama  

(Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata 

Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim 

yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 23 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di 

Surabaya yang mengawal pencapaian 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.   
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1.4 Isu Strategis 

a. Aspek Strategis Organisasi 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan 

kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang 

berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum 

mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya 

penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai 

single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah 

diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi 

era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan 

dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan Risk 

Management Programme. 

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama 

berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis 

periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan 

(post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi 

pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap 

produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.  

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan 

atau pilar lembaga, yakni :  

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum 

beredar (pre-market) terlibat  dalam  registrasi/penilaian,  inspeksi  sarana produksi 

dalam rangka sertifikasi;  

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) 

mencakup:  sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat 

dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;  

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan 

edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya 

saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas 

sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan 

dalam rangka meningkatkan efektIitas pengawasan Obat dan Makanan; 
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4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam 

rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan 

pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan 

peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku 

kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan 

kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk 

Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong  pelaku  usaha  

dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan 

kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk 

Obat dan Makanan  yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu 

maupun kemanfaatannya.  

b. Analisis Lingkungan Strategis 

Internal 

Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 142 orang. Rincian distribusi 

pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut: 

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan 

 

Sumber Daya Lainnya 

Lokasi Penempatan 

Balai Besar POM di 

Surabaya 

S-2 Apoteker D-IV / S-1 

Lain 

D-III SMA 

sederajat 

SMP 

sederajat 

PNS dan CPNS 18 35 49 11 7 - 

PPPK - - 12 - - - 

PPNPN 3 - 5 2 - - 

Outsourcing - - 5 0 24 1 

Total 21 35 71 13 31 1 
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a. Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan 

total luas tanah 5.164,673 m2 dan luas bangunan 4.496,09 m2, didukung 

laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan 

POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki 

laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan 

laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai 

Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah 

membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan 

telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya. Adapun Keunggulan Balai Besar 

POM di Surabaya 

ǒ Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok 

ǒ Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas 

ǒ Laboratorium Pengujian Covid-19 

ǒ Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses 

pendaftaran pangan melalui e-registration. 

ǒ Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik 

Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, 

dan Kabupaten Jember.  

 

Anggaran 

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 

2024 No.SP DIPA- 063.01.2.432784/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 

2023 sebesar Rp73.956.636.000,- (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh 

enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Selama tahun 2024 terdapat 

beberapa kali revisi DIPA. Revisi yang menyebabkan perubahan pagu DIPA yaitu pada 

tanggal 16 Agustus 2024 Balai Besar POM di Surabaya mengalami penurunan pagu 

menjadi Rp71.756.636.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam 

Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan pada tanggal 5 November 2024 

dilakukan revisi kembali sehingga pagunya menjadi Rp71.617.386.000 (Tujuh Puluh 

Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). 

Kedua revisi tersebut untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai pada Satker lain 

di Lingkungan Badan POM. 
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Eksternal 

Kondisi Geografis dan Demografis 

Provinsi Jawa Timur terletak pada 1110 hingga 111404ô Bujur Timur dan 7012ô hingga 

8048ô Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km2. Cakupan 

wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 

Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa. 

 

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi 

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa 

Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri 

kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga 

pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko 

Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai 

Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan 

berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi 

Jawa Timur sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini. 

Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya Balai POM di Kediri dan 
Balai POM di Jember 
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Gambar 3.  Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa 
Timur 

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di 

Surabaya antara lain:  

1. Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa 

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari 

kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai 

dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah 

dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang 

tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan 

perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus 

bangsa.  

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan 

berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi 

fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu Our Actions are Our 

Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible. 

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting 

melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, 

intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat 

Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan post-market dengan cara 

pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang 

beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan 

implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan 
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penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana 

bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan 

pemberdayaan masyarakat. 

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online 

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat 

persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode 

bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan   untuk   menarik   pelanggan 

sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini 

juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, 

obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, 

kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan 

secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.  Balai Besar POM di 

Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang 

dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran 

Obat dan Makanan yang tidak aman.  

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, 

Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan 

obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya 

penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui 

pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat 

yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi,  melakukan sampling 

dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang 

farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan 

kesehatan lainnya. 

4. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun 

sebagai pelaku usaha pangan desa 

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari 

pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari 

pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan 

ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, 

maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung 

penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan 

menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa 

akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program 
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Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat 

peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan 

keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran 

pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha 

sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 

memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah 

terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM 

di Surabaya baru dapat mengintervensi 572 desa dari 8.499 desa yang ada di 

Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan 

karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas 

sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan 

pangan di seluruh desa. 

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai 

peran penting dalam memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya 

tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi 

produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas 

untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga 

masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat. 

 

5. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM) 

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang 

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan 

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, 

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. 

Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM 

yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 

2017. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya terus berkomitmen untuk 

mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), 

dengan upaya mempertahankan dan mengembangkan 31 inovasi yang sudah 

berjalan. 

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan 

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat 

kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan 
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sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. 

Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di 

daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, 

pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh 

instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di 

Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak 

memenuhi ketentuan perundang-undangan. 

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan 

bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 

yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas 

kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas 

pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, 

sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan 

sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, 

monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan 

pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur. 

7. UMKM di Jawa Timur 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor industri 

pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur 

dengan konstribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan 

pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan 

pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan 

pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan. 

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di 

Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur 

patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan 

makanan dan minuman adalah pasar lokal Jawa Timur, antar   daerah   di   luar 

Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. 

Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi 

Jawa Timur mempunyai program One Pesantren One Product (OPOP) untuk 

memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantren preneur di bawah 

naungan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota 

Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan 

nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan 
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pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin 

mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan 

bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, 

pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta 

Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara siginfikan. Pada 

tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 

UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain 

itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh 

Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta 

membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya 

saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat 

inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal 

Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM. 

8. Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak 

Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) 

yang ditemukan dalam sirup obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan 

langkah-langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, 

penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga 

pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu 

terhadap sirup obat yang beredar. Upaya - upaya penindakan juga terus dilakukan 

terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang 

kesehatan. Balai Besar POM di Surabaya turut berkontribusi dalam penanganan 

kasus Gangguan Gagal Ginjal dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, 

pengujian sampel melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana 

produksi. Pengujian terhadap sampel EG DEG tidak hanya dilakukan pada 

sampel obat sirup, namun juga pada produk bahan tambahan pangan dengan 

bahan utama pelarut sorbitol, polietilen glikol. 

9. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 

MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini juga 

bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, 

pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan tugas dalam 

pemenuhan gizi nasional. Selanjutnya, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi 

tugas BGN tersebut diarahkan kepada setidaknya empat kelompok utama. 
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Pertama, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, 

pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan 

pendidikan pesantren. Program MBG juga dijalankan dengan memperhatikan 

aspek kerja sama lintas sektor, yaitu adanya kolaborasi antara BGN, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. BBPOM di 

Surabaya siap untuk melakukan pengawalan pada program ini sebagai wujud 

dukungan untuk implementasi program yang efektif dan berkelanjutan. 
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2.1 Rencana Strategis 

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah 

menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut : 

 

Gambar 4. Visi dan Misi 

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka 

tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 

adalah: 

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan 

Makanan. 

2)  Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 

3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat 

dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 

4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan 

yang aman dan bermutu. 

5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 

6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 

BAB II PERENCANAAN 

KINERJA 
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7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan 

akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima 

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard 

(BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka 

sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan 

Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar 

POM di Surabaya menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) 

indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya 

tahun 2020-2024. 

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu 

pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di 

Surabaya tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit 

perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan 

perubahan jumlah indikator dari 29 indikator menjadi 34 indikator. 
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2.2 Rencana Kerja Tahun 2024 

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan 

penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja 

Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024 

 

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang memenuhi 

syarat di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

Persentase Obat yang memenuhi 

syarat 

92,50 

Persentase Makanan yang memenuhi 

syarat 

86,00 

Persentase Obat yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 

91,00 

Persentase Makanan yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 

75,00 

Persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat 

87,75 

2 

  

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu Obat dan 

Makanan di lingkup BBPOM 

di Surabaya 

Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap Obat dan 

Makanan aman dan bermutu 

  

84,00 

3 Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha dan masyarakat 

terhadap kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan di lingkup 

BBPOM di Surabaya 

Indeks kepuasan pelaku usaha 

terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan 

Makanan 

86,80 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan 

80,01 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Layanan Publik BPOM 

92,00 

4 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan sarana Obat dan 

Makanan serta pelayanan 

publik di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

  

Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan 

95,00 

Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

85,00 

Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu 

96,00 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

Persentase sarana produksi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 

70,00 

Persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 

66,00 

  Indeks Pelayanan Publik 4,70 

  

  Persentase UMKM yang memenuhi 

standar produksi pangan olahan 

dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik 

yang baik 

70,00 

5 Meningkatnya efektivitas 

komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan Makanan di 

lingkup BBPOM di Surabaya 

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan 

Makanan 

94,03 

Jumlah sekolah dengan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 

450 

Jumlah desa pangan aman 47 

Jumlah pasar aman dari bahan 

berbahaya 

32 

6 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan 

di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

Persentase sampel Obat yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 

100,00 

Persentase sampel makanan yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 

100,00 

7 Meningkatnya efektivitas 

penindakan kejahatan Obat 

dan Makanan lingkup BBPOM 

di Surabaya 

Persentase keberhasilan penindakan 

kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan 

  

70,00 

8 Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan BBPOM di 

Surabaya yang optimal 

Indeks RB BBPOM di Surabaya 92,20 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 87,10 

9 Terwujudnya SDM BBPOM di 

Surabaya yang berkinerja 

optimal 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di 

Surabaya 

85,75 

10 Menguatnya laboratorium, 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan Obat 

dan Makanan 

  

Persentase pemenuhan laboratorium 

pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP 

93,00 

Indeks pengelolaan data dan informasi 

BBPOM di Surabaya yang optimal 

3,00 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

11 Terkelolanya Keuangan 

BBPOM di Surabaya secara 

Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 

Surabaya 

96.40 

 

 

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan  akuntabel  

serta  berorientasi  pada  hasil,  Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani 

Perjanjian Kinerja untuk mencapai  target  kinerja  seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di 

Surabaya Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 71.756.636.000,- 

(Tujuh puluh satu milyar tujuh ratuh lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu 

rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 

2024 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin 

diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di 

Surabaya. Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2024, terdapat perubahan target PK tahun 

2024 pada indikator Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPOM 

per 2 Januari 2023. Perubahan target dari 4,60 menjadi 4,70 dikarenakan adanya perubahan 

instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). 

 

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 

N
O 

SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  TARGET 

1 
Terwujudnya Obat dan  
Makanan yang memenuhi  
syarat BBPOM di Surabaya 

Persentase Obat yang memenuhi 
syarat 

92.54 Persen 

Persentase Makanan yang memenuhi 
syarat 

90.62 Persen 

Persentase Obat yang aman dan 
bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan 

94.81 Persen 

Persentase Makanan yang aman dan 
bermutu berdasarkan hasil 
Pengawasan 

85.3 Persen 

Persentase pangan fortifikasi yang 
memenuhi syarat 

85 Persen 

2 

Meningkatnya efektivitas 
pemeriksaan sarana Obat dan 
Makanan serta pelayanan publik di 
lingkup BBPOM di Surabaya 

Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi sarana produksi dan 
distribusi yang dilaksanakan 

97.3 Persen 

Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan 

89.42 Persen 
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Persentase keputusan penilaian 
sertifikasi yang diselesaikan tepat 
waktu 

96 Persen 

Persentase sarana produksi Obat dan 
Makanan yang memenuhi ketentuan 

70 Persen 

Persentase sarana distribusi Obat 
dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan 

70.86 Persen 

Indeks Pelayanan Publik 4.95 Indeks 

Persentase UMKM yang memenuhi 
standar produksi pangan olahan 
dan/atau pembuatan OT dan 
Kosmetik yang baik 

97 persen 

Persentase Keterlibatan UPT dalam 
Program Sediaan Farmasi Makanan 
Minuman serta  
Program Pemberdayaaan Masyarakat 
Bidang Kesehatan di 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

95 persen 

3 

Meningkatnya efektivitas 
komunikasi, informasi, edukasi Obat 
dan Makanan di lingkup BBPOM di 
Surabaya 

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan 
Makanan 

95.2 Persen 

Jumlah sekolah dengan Pangan 
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 

138 Lembaga 

Jumlah desa pangan aman 45 Lembaga 

Jumlah pasar pangan aman berbasis 
komunitas 

30 Lembaga 

4 

Meningkatnya efektivitas 
pemeriksaan produk dan pengujian 
Obat dan Makanan di lingkup 
BBPOM di Surabaya 

Persentase sampel Obat yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar 

100 persen 

Persentase sampel makanan yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar 

100 persen 

5 

Meningkatnya efektivitas 
penindakan kejahatan Obat dan 
Makanan lingkup BBPOM di 
Surabaya 

Persentase keberhasilan penindakan 
kejahatan di bidang Obat dan 
Makanan 

70 persen 

6 
Menguatnya laboratorium, 
pengelolaan data dan informasi 
pengawasan Obat dan Makanan 

Persentase pemenuhan laboratorium 
pengujian Obat dan Makanan sesuai 
standar GLP 

88.74 persen 

Indeks pengelolaan data dan 
informasi BBPOM di Surabaya yang 
optimal 

3 indeks 

7 

Meningkatnya kesadaran 
masyarakat terhadap keamanan 
dan mutu Obat dan Makanan di 
lingkup BBPOM di Surabaya 

Indeks kesadaran masyarakat 
(awareness index) terhadap Obat dan 
Makanan aman dan bermutu 

84.5 indeks 

8 
Meningkatnya kepuasan pelaku 
usaha dan masyarakat terhadap 
kinerja pengawasan Obat dan 

Indeks kepuasan pelaku usaha 
terhadap pemberian bimbingan dan 
pembinaan pengawasan Obat dan 
Makanan 

96.4 indeks 
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Makanan di lingkup BBPOM di 
Surabaya 

Indeks kepuasan masyarakat atas 
kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan 

80.14 indeks 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan Publik BPOM 

92.5 indeks 

9 
Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan BBPOM di Surabaya 
yang optimal 

Indeks RB BBPOM di Surabaya 95.23 persen 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 82.25 persen 

Nilai Pengelolaan Kearsipan 96.5 persen 

10 
Terwujudnya SDM BBPOM di 
Surabaya yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM 
di Surabaya 

90.86 persen 

11 
Terkelolanya Keuangan BBPOM di 
Surabaya secara Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 
Surabaya 

90.31 persen 

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang 
dan Jasa (Per Satker) 

96.43 persen 

Nilai Pengelolaan Barang Milik 
Negara 

90 Persen 

Persentase realisasi penggunaan 
produk dalam negeri 

60 persen 

 Kegiatan :  Anggaran : 

 DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 43.786.795.000 

 WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM 27.969.841.000 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM 

di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud 

nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan 

pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi 

output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya 

organisasi yang akuntabel. 

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan 

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan 

kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, 

pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu di-monitoring dan dievaluasi 

setiap bulan melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk 

digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap 

bulan pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut. 
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Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 Anggaran  

1 

Terwujudnya 
Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi 
syarat di lingkup 
BBPOM di 
Surabaya 

Persentase 
Obat yang 
memenuhi 
syarat 

 92,54 92,54 92,54 92,54 92,54 92,54 92,54 92,54 92,54 92,54 92,54 731.065.440 

Persentase 
Makanan yang 
memenuhi 
syarat 

 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 441.144.400 

Persentase 
Obat yang 
aman dan 
bermutu 
berdasarkan 
hasil 
pengawasan 

 94,81 94,81 94,81 94,81 94,81 94,81 94,81 94,81 94,81 94,81 94,81 271.327.560 

Persentase 
Makanan yang 
aman dan 
bermutu 
berdasarkan 
hasil 
Pengawasan 

 85,30 85,30 85,30 85,30 85,30 85,30 85,30 85,30 85,30 85,30 85,30 109.206.100 

Persentase 
pangan 
fortifikasi yang 
memenuhi 
syarat 

 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 73.227.000 

7 

Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
keamanan dan 
mutu Obat dan 
Makanan di 
lingkup BBPOM 
di Surabaya 

Indeks 
kesadaran 
masyarakat 
(awareness 
index) terhadap 
Obat dan 
Makanan aman 
dan bermutu 

           84,50 420.739.000 

8 

Meningkatnya 
kepuasan 
pelaku usaha 
dan masyarakat 
terhadap kinerja 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan di 
lingkup BBPOM 
di Surabaya 

Indeks 
kepuasan 
pelaku usaha 
terhadap 
pemberian 
bimbingan dan 
pembinaan 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

           96,40 376.612.000 

Indeks 
kepuasan 
masyarakat 
atas kinerja 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

           80,14 477.951.000 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
Layanan Publik 
BPOM 
 
 

           92,50 99.058.000 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 Anggaran  

2 

Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
sarana Obat 
dan Makanan 
serta pelayanan 
publik di lingkup 
BBPOM di 
Surabaya 

Persentase 
keputusan/reko
mendasi hasil 
inspeksi sarana 
produksi dan 
distribusi yang 
dilaksanakan 

97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 60.560.000 

Persentase 
keputusan/reko
mendasi hasil 
inspeksi yang 
ditindaklanjuti 
oleh pemangku 
kepentingan 

89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 89,42 252.781.600 

Persentase 
keputusan 
penilaian 
sertifikasi yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 623.046.000 

Persentase 
sarana 
produksi Obat 
dan Makanan 
yang 
memenuhi 
ketentuan 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 494.501.000 

Persentase 
sarana 
distribusi Obat 
dan Makanan 
yang 
memenuhi 
ketentuan 

70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 806.867.000 

Indeks 
Pelayanan 
Publik 

      4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 182.700.000 

Persentase 
UMKM yang 
memenuhi 
standar 
produksi 
pangan olahan 
dan/atau 
pembuatan OT 
dan Kosmetik 
yang baik 

 10,80 31,10 50,80 60,00 70,60 76,50 83,80 89,10 91,30 96,00 97,00 420.728.000 

Persentase 
Keterlibatan 
UPT dalam 
Program 
Sediaan 
Farmasi 
Makanan 
Minuman serta  
Program 
Pemberdayaaa
n Masyarakat 
Bidang 
Kesehatan di 
Provinsi/Kabup
aten/Kota 

   44,43 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 95,00 43.092.400 

3 

Meningkatnya 
efektivitas 
komunikasi, 
informasi, 

Tingkat 
Efektifitas KIE 
Obat dan 
Makanan 

0,00 0,00 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 12.303.179.000 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 Anggaran  

edukasi Obat 
dan Makanan di 
lingkup BBPOM 
di Surabaya 

Jumlah sekolah 
dengan Pangan 
Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) 
Aman 

  5,00 23,00 43,10 50,00 60,00 68,10 75,00 85,80 95,00 138 633.934.000 

Jumlah desa 
pangan aman 

  10,00 22,50 40,63 52,50 62,50 71,25 80,00 85,00 95,00 45 1.254.377.000 

Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis 
komunitas 

0,00 0,00 3,30 15,00 41,10 52,90 66,20 72,90 82,90 100,00 100,00 30 512.560.000 

4 

Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
produk dan 
pengujian Obat 
dan Makanan di 
lingkup BBPOM 
di Surabaya 

Persentase 
sampel Obat 
yang diperiksa 
dan diuji sesuai 
standar 

3,00 11,00 20,00 27,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00 969.027.000 

Persentase 
sampel 
makanan yang 
diperiksa dan 
diuji sesuai 
standar 

3,00 10,00 20,00 30,00 38,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00 546.030.500 

5 

Meningkatnya 
efektivitas 
penindakan 
kejahatan Obat 
dan Makanan 
lingkup BBPOM 
di Surabaya 

Persentase 
keberhasilan 
penindakan 
kejahatan di 
bidang Obat 
dan Makanan 

7,73 10,63 20,30 22,40 22,99 31,94 37,62 48,55 59,06 63,57 66,82 70,00 1.510.697.000 

9 

Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintahan 
BBPOM di 
Surabaya yang 
optimal 

Indeks RB 
BBPOM di 
Surabaya 

           95,23 28.711.864.580 

Nilai AKIP 
BBPOM di 
Surabaya 

           85,25 2.128.134.000 

Nilai 
Pengelolaan 
Kearsipan 

           96,50 42.588.000 

10 

Terwujudnya 
SDM BBPOM di 
Surabaya yang 
berkinerja 
optimal 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN BBPOM di 
Surabaya 

           90,86 379.874.300 

6 

Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan 
data dan 
informasi 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

Persentase 
pemenuhan 
laboratorium 
pengujian Obat 
dan Makanan 
sesuai standar 
GLP 

           88,74 16.233.794.000 

Indeks 
pengelolaan 
data dan 
informasi 
BBPOM di 
Surabaya yang 
optimal 

0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 239.457.600 

11 

Terkelolanya 
Keuangan 
BBPOM di 
Surabaya 
secara 
Akuntabel 

Nilai Kinerja 
Anggaran 
BBPOM di 
Surabaya 

0,00 58,00 63,00 43,50        90,31 215.512.430 

Nilai Kualitas 
Pengelolaan 
Barang dan 
Jasa (Per 
Satker) 

           96,43 108.141.360 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 Anggaran  

Nilai 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Negara 

           90,00 65.469.730 

Persentase 
realisasi 
penggunaan 
produk dalam 
negeri 

           60,00 17.389.000 

 71.756.636.000 
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2.5 Metode Pengukuran 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 85 Tahun 2025 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang 

digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut: 

 

Penetapan ini bertujuan untuk: 

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan. 

2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP 

sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam 

suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan 

konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan 

menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus: 

NP = × NSS / × SS  

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang 

menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator 

kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang 

memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS: 
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NPSS = × NP / × P 

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada 

kriteria berikut:  

 

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target 

sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala 

dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah 

tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut: 

 

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di 

Surabaya yang disahkan dalam SK Kepala BPOM 

2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap 

fungsi dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya 

3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-input data kinerja pada data base 

online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai 

4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-input data 

setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi e-performace. 

5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik 

melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah 

dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC). Pengukuran ini pun 

diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan 

pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara 

periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam 

pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan 

persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya. 

 

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk 

memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi 

sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun. 
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3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-

masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan 

gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 

berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara menganalisis Nilai Pencapaian 

Sasaran Strategis (NPSS) Organisasi disertai dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dan Nilai 

Perspektif (NP), dengan mengacu pada aplikasi SIMETRIS, membandingkan NPSS tahun 

2024 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2024 

terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024, membandingkan realisasi 

kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan 

realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, 

membandingkan realisasi kinerja 2024 dengan Balai lain yang setara, melakukan analisis 

penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, melakukan upaya 

perbaikan, melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian, melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta 

menyampaikan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi 

sebelumnya. 

 

Gambar 6. Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada Aplikasi e-Performance 
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Berdasarkan Aplikasi e-performance yang merupakan aplikasi yang perencanaan dan kinerja 

bagian dari aplikasi SIMETRIS yang juga diimplementasikan di BBPOM di Surabaya,  

diperoleh nilai NPSS BBPOM  di Surabaya tahun 2024 sebesar 106,49% dengan Predikat 

Istimewa. Nilai tersebut terdiri atas NP Perspektif Stakeholder sebesar 103,72% dengan 

kategori Sangat Baik , NP Perspektif Internal Proses sebesar 110,09% dengan kategori 

Sangat Baik, dan NP Perspektif Learning & Growth sebesar 105,66% dengan kategori 

Sangat Baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Surabaya telah berhasil 

mencapai target dari semua perspektif. 

NPSS BBPOM di Surabaya tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebagaimana 

ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 7. Perbandingan NPSS dan NP Tahun 2023 dan tahun 2024 

NPSS BBPOM di Surabaya tahun 2024 naik sebesar 1,77% jika dibandingkan NPSS tahun 

2023. Dari 3 (tiga) NP terdapat 2 (dua) NP yang mengalami kenaikan pada tahun 2024, yaitu 

NP Internal Proses naik sebesar 3,57% dan NP Learning & Growth naik sebesar 2,70%, 

sedangkan 1 (satu) NP lainnya, yaitu NP Stakeholder mengalami penurunan pada tahun 2024 

sebesar -0,95%.    

Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target atas 11 sasaran 

strategis dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebagai berikut: 
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Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024 

No. PERSPEKTIF / SASARAN STRATEGIS  NP/NSS KRITERIA 

1 Stakeholder  103,72   

1 
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi 
syarat di lingkup BBPOM di Surabaya 

101,12 Sangat Baik 

2 
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 
keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup 
BBPOM di Surabaya 

106,88 Sangat Baik 

3 
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan 
masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya 

103,16 Sangat Baik 

2 Internal Process  110,09   

4 
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat 
dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup 
BBPOM di Surabaya 

101,21 Sangat Baik 

5 
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, 
edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di 
Surabaya 

100,59 Sangat Baik 

6 
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan 
pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di 
Surabaya 

120 Sangat Baik 

7 
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat 
dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya 

118,59 Sangat Baik 

3 Learning  Growth  105,66   

8 
Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di 
Surabaya yang optimal 

100,15 Sangat Baik 

9 
Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang 
berkinerja optimal 

- 
Exclude 

perhitungan 
NPSS 

10 
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan 
informasi pengawasan Obat dan Makanan 

110,28 Sangat Baik 

11 
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara 
Akuntabel 

106,56 Sangat Baik 

NPSS 106,49 Sangat Baik  

 

Dari 11 sasaran strategis, terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis yang mencapai kriteria 

Sangat baik , dan 1 (satu) sasaran strategis yang Exclude dari perhitungan NPSS yaitu 

sasaran strategis Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal. Capaian 

sasaran strategis tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian sasaran strategis tahun 2023, 

diperoleh hasil seperti grafik di bawah ini:  
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Gambar 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan 2024 

Terdapat 5 (lima) NSS tahun 2024 yang naik dibandingkan tahun 2023, yaitu pada sasaran 

strategis: 

�x Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 

di lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 2,56% 

�x Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup 

BBPOM di Surabaya naik sebesar 0,32% 

�x Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di 

Surabaya naik sebesar 19,75% 

�x Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan 

Makanan naik sebesar 1,19% 

�x Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel naik sebesar 11,77% 

 

Terdapat 1 (satu) NSS tahun 2024 yang sama dibandingkan tahun 2023, yaitu pada sasaran 

strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di 

lingkup BBPOM di Surabaya 

 

Terdapat 5 (lima) NSS tahun 2024 yang turun dibandingkan tahun 2023, yaitu pada sasaran 

strategis: 
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�x Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya 

turun sebesar 3,37% 

�x Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya turun sebesar 2,04% 

�x Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 

di lingkup BBPOM di Surabaya turun sebesar 5,76% 

�x Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal turun sebesar 

2,14% 

�x Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal turun sebesar 105,67% 

(Exclude dari perhitungan NPSS). 

 

Bila dibandingkan dengan pencapaian 4 (empat) balai lain dengan beban kerja yang setara 

yaitu, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Semarang, BBPOM di  Bandung dan BBPOM di 

Yogyakarta, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini. 

 

Tabel 6. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai yang Setara 

NO SASARAN STRATEGIS  

CAPAIAN  
BBPOM DI 

SURABAYA  

CAPAIAN  
BBPOM DI 
JAKARTA  

CAPAIAN  
BBPOM DI 

SEMARANG 

CAPAIAN  
BBPOM DI 
BANDUNG 

CAPAIAN  
BBPOM DI 

YOGYAKARTA  

1 Terwujudnya Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi syarat di 
wilayah kerja UPT 

101,12 99,52 101,15 101,16 102,95 

2 Meningkatnya 
kesadaran masyarakat 
terhadap keamanan 
dan mutu Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja UPT 

106,88 100,11 102,64 108,80 101,81 

3 Meningkatnya 
kepuasan pelaku usaha 
dan Masyarakat 
terhadap kinerja 
pengawasan Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja UPT 

103,16 103,54 102,03 101,44 100,85 

4 Meningkatnya 
efektivitas pemeriksaan 
sarana obat dan 
makanan serta 
pelayanan publik di 
wilayah kerja UPT 

101,21 102,32 102,97 101,82 103,35 
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NO SASARAN STRATEGIS  

CAPAIAN  
BBPOM DI 

SURABAYA  

CAPAIAN  
BBPOM DI 
JAKARTA  

CAPAIAN  
BBPOM DI 

SEMARANG 

CAPAIAN  
BBPOM DI 
BANDUNG 

CAPAIAN  
BBPOM DI 

YOGYAKARTA  

5 Meningkatnya 
efektivitas komunikasi, 
informasi, edukasi Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja UPT 

100,59 100,23 100,14 100,00 100,01 

6 Meningkatnya 
efektivitas pemeriksaan 
produk dan pengujian 
Obat dan Makanan di 
wilayah kerja UPT 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

7 Meningkatnya 
efektivitas penindakan 
kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja UPT 

118,59 105,86 107,18 85,98 103,03 

8 Terwujudnya tatakelola 
pemerintahan UPT 
yang optimal 

100,15 101,07 97,83 99,51 99,48 

9 Terwujudnya SDM UPT 
yang berkinerja optimal 

- - - - - 

10 Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan data dan 
informasi pengawasan 
obat dan makanan 

110,28 111,84 111,46 110,41 111,56 

11 Terkelolanya Keuangan 
UPT secara Akuntabel 

106,56 108,76 100,91 114,51 114,85 

 

NPSS 106,49 105,13 104,77 104,63 105,70 

 

Keterangan 

: 

 Capaian dengan kriteria Cukup  

 

Dari data tabel Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan balai yang setara di atas 

dihasilkan grafik perbandingan sebagai berikut:  
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Gambar 9. Grafik Perbandingan Capaian Strategis dengan Balai Setara 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa diantara 5 Balai yang 

diperbandingkan terdapat masing-masing 3 sasaran strategis pada BBPOM di Jakarta, 

BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Yogyakarta yang targetnya belum 

mencapai 100% dengan informasi sebagai berikut: 

- 1 Balai (BBPOM di Jakarta) tidak mencapai target pada sasaran strategis Terwujudnya 

Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT, dimana IKU yang diukur 

adalah Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi 

syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan dan 

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. 

- 1 Balai (BBPOM di Bandung) tidak mencapai target pada sasaran strategis Meningkatnya 

efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT, dimana IKU 

yang diukur adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan. 

- 3 Balai (BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Yogyakarta) tidak 

mencapai target pada sasaran strategis Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang 

optimal, dimana IKU yang diukur adalah Indeks RB dan Nilai AKIP 
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Secara keseluruhan, jika dilihat dari perhitungan NPSS kelima Balai diketahui bahwa NPSS 

tertinggi diraih oleh BBPOM di Surabaya, dan NPSS terendah pada BBPOM di Bandung.  

 

 

Analisis Akuntabilitas Kinerja  

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah diperjanjian 11 Sasaran Strategis dan 34 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut: 

Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA  

Target  
2024 

Realisasi  
2024 

Capaian  
2024 

 

1 Terwujudnya 
Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi syarat 
di wilayah kerja 
UPT 

1 Persentase Obat yang 
memenuhi syarat 

92,54 93,07 100,58 
 

2 Persentase Makanan 
yang memenuhi syarat 

90,62 89,83 99,13 
 

3 Persentase Obat yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

94,81 91,93 96,96 
 

4 Persentase Makanan 
yang aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

85,30 87,89 103,04 
 

5 Persentase pangan 
fortifikasi yang 
memenuhi syarat 

85,00 90,00 105,88 
 

2 Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
keamanan dan 
mutu Obat dan 
Makanan di 
wilayah kerja 
UPT 

6 Indeks kesadaran 
masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat 
dan Makanan aman dan 
bermutu 

84,50 90,31 106,88 
 

3 Meningkatnya 
kepuasan pelaku 
usaha dan 
Masyarakat 
terhadap kinerja 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan di 
wilayah kerja 
UPT 

7 Indeks kepuasan pelaku 
usaha terhadap 
pemberian bimbingan 
dan pembinaan 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

96,40 97,26 100,89 
 

8 Indeks Kepuasan 
masyarakat atas kinerja 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

80,14 86,56 108,01 
 

9 Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Publik UPT 

92,50 93,04 100,58 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA  

Target  
2024 

Realisasi  
2024 

Capaian  
2024 

 

4 Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
sarana obat dan 
makanan serta 
pelayanan publik 
di wilayah kerja 
UPT 

10 Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil Inspeksi sarana 
produksi dan distribusi 
yang dilaksanakan 

97,30 98,25 100,97 
 

11 Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi yang 
ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan 

89,42 94,43 105,60 
 

12 Persentase keputusan 
penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu 

96,00 93,63 97,53 
 

13 Persentase sarana 
produksi Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

70,00 71,98 102,83 
 

14 Persentase sarana 
distribusi Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

70,86 66,75 94,21 
 

15 Indeks Pelayanan Publik 
UPT 

4,95 5,00 101,01 
 

16 Persentase UMKM yang 
memenuhi standar 
produksi pangan olahan 
dan/atau pembuatan OT 
dan Kosmetik yang baik 

97,00 100,00 103,09 
 

17 Persentase Keterlibatan 
UPT dalam Program 
Sediaan Farmasi 
Makanan Minuman serta 
Program 
Pemberdayaaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan di 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

95,00 99,18 104,40 
 

5 Meningkatnya 
efektivitas 
komunikasi, 
informasi, 
edukasi Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 
UPT 

18 Tingkat efektifitas KIE 
Obat dan Makanan 

95,20 97,43 102,34 
 

19 Jumlah sekolah dengan 
Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) aman 

138 138 100,00 
 

20 Jumlah desa pangan 
aman 

45 45 100,00 
 

21 Jumlah pasar pangan 
aman berbasis 
komunitas 

30 30 100,00 
 

6 Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 

22 Persentase sampel Obat 
yang diperiksa dan diuji 
sesuai standar 

100,00 100,00 120,00 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA  

Target  
2024 

Realisasi  
2024 

Capaian  
2024 

 

produk dan 
pengujian Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 
UPT 

23 Persentase sampel 
makanan yang diperiksa 
dan diuji sesuai standar 

100,00 100,00 120,00 
 

7 Meningkatnya 
efektivitas 
penindakan 
kejahatan Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 
UPT 

24 Persentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di 
bidang Obat dan 
Makanan 

70,00 83,01 118,59 
 

8 Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintahan 
UPT yang 
optimal 

25 Indeks RB UPT 95,23 93,98 98,69 
 

26 Nilai AKIP UPT 85,25 85,37 100,14 
 

27 Nilai Pengelolaan 
Kearsipan 

96,50 98,06 101,62 
 

9 Terwujudnya 
SDM UPT yang 
berkinerja 
optimal 

28 Indeks Profesionalitas 
ASN UPT 

90,86 86,37 95,06 
 

10 Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan data 
dan informasi 
pengawasan 
obat dan 
makanan 

29 Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian 
Obat dan Makanan 
sesuai standar GLP 

88,74 89,23 100,55 
 

30 Indeks pengelolaan data 
dan informasi UPT yang 
optimal 

3,00 3,00 120,00 
 

11 Terkelolanya 
Keuangan UPT 
secara Akuntabel 

31 Nilai Kinerja Anggaran 
UPT 

90,31 93,51 103,54 
 

32 Nilai Kualitas 
Pengelolaan Barang 
dan Jasa 

96,43 90,00 93,33 
 

33 Nilai Pengelolaan 
Barang Milik Negara 

90,00 98,44 109,38 
 

34 Persentase Realisasi 
penggunaan produk 
dalam negeri 

60,00 78,29 120,00 
 

 

Dari 34 (tiga puluh empat) indikator terdapat 24 (dua puluh empat) indikator BBPOM di 

Surabaya tahun 2024 yang mencapai target dengan kategori Sangat Baik , 3 (tiga) indikator 

mencapai target dengan kategori Baik, dan 7 (tujuh) indikator mencapai target dengan 

kategori Cukup.  Kategori Sangat Baik  dan Baik  menunjukkan bahwa indikator telah 

mencapai target tahun 2024.  

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah 

ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut: 
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Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Surabaya telah berhasil mewujudkan Obat dan 

Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan NSS 

sebesar 101,12% dan kategori Sangat Baik. 

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut: 

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat  

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024. 

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

Persentase Obat yang 
memenuhi syarat  

92,54 93,07 100,58 

 

Sangat 
Baik 

 

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus : 

% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang 

Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan 

terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan 

kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin 

edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan 

penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.  

SASARAN STRATEGIS 1 

 

 

SASARAN STRATEGIS 1 

 

Terwujudnya Obat dan Makanan 

yang Memenuhi Syarat di 

Wilayah Kerja UPT  

 

Terwujudnya Obat dan Makanan 

yang Memenuhi Syarat di 

Wilayah Kerja UPT  
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Realisasi persentase obat yang 

memenuhi syarat tahun 2024 

adalah 93,07%, diperoleh dari 

hasil pemeriksaan 1790 sampel 

acak obat yang dilakukan oleh 

BBPOM di Surabaya, dengan hasil 1666 sampel MS (memenuhi syarat), 124 sampel 

TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji sebanyak 

100 sampel  (Obat Tradisional 87 sampel; kosmetik 9 sampel; obat 3 sampel dan 

Suplemen Kesehatan 1 sampel),  tidak memenuhi ketentuan penandaan 23 sampel  

(obat tradisional 10 sampel; obat 7 sampel; kosmetik 5 sampel dan Suplemen 

Kesehatan 1 sampel) dan tidak memenuhi syarat  baik hasil uji dan ketentuan 

penandaan 1 sampel yaitu obat tradisional. Capaian persentase obat yang memenuhi 

syarat tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100.58 % dengan kriteria ñSangat 

Baikò. 

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya. 

Terdapat penurunan 

realisasi di tahun 2021 

dibandingkan dengan 

tahun 2020, namun 

realisasi naik di tahun 

2022 dan tahun 2023 

begitu juga dengan 

capaiannya sehingga 

berdasarkan data 3 

(tiga) tahun terakhir 

yang mengalami 

kenaikan yang cukup 

signifikan menjadi data 

base untuk target renstra di tahun 2024 yaitu target awal 92,50% menjadi 92,54 %. 

Gambar 10. Persentase Obat 
Memenuhi Syarat dan Tidak 
Memenuhi Syarat pada Sampel 
Acak. 

 

Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian 
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 hingga 

Tahun 2024 
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Penurunan capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 disebabkan 

adanya kenaikan target dari IKU tahun 2020 ke 2021 yaitu 80,8% menjadi 91,00%. 

Untuk Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 mengalami 

kenaikan dari tahun 2023 yaitu dari 92,54% menjadi 93,07% sehingga indikator 

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat telah memenuhi target tahun 2024 yaitu 

dengan capaian sebesar 100,58% dengan kriteria ñSangat Baikò. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional. 

Berdasarkan tabel di samping, 

dapat disimpulkan bahwa realisasi 

Indikator Persentase Obat yang 

Memenuhi Syarat Tahun 2024 

yang tertinggi adalah BBPOM di 

Bandung dan yang terendah 

adalah BBPOM di Jakarta. 

Realisasi kinerja semua Balai 

sesuai tabele di atas berada di 

bawah target BPOM/target 

nasional. 

 

 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja 

Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 sudah 

mencapai target dengan kriteria Sangat Baik. Dari 1790 sampel acak obat yang di 

sampling oleh BBPOM di Surabaya  dan dilakukan pemeriksaan penandaan dan 

pengujian didapatkan hasil sebagai berikut yaitu 1666 sampel MS (memenuhi syarat), 

124 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil 

uji 100 sampel (  Obat Tradisional 87 sampel; kosmetik 9 sampel; obat 3 sampel dan 

Suplemen Kesehatan 1 sampel ),   tidak memenuhi ketentuan penandaan 23 sampel  

(obat tradisional 10 sampel; obat 7 sampel; kosmetik 5 sampel dan Suplemen 

Kesehatan 1 sampel ) dan tidak memenuhi syarat  baik hasil uji dan ketentuan 

penandaan 1 sampel yaitu obat tradisional. 

Penyumbang terbanyak hasil uji tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi 

ketentuan penandaan adalah sampel obat tradisional. Hasil uji yang tidak memenuhi 

syarat dengan parameter uji mikrobiologi yaitu enterobacteraceae dan ALT dan tidak 

memenuhi ketentuan penandaan disebabkan antara lain pada penandaan tidak 

Gambar 12. Perbandingan realisasi kinerja tahun 
2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 
sejenis/setara, dengan target nasional 
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mencantumkan alamat produsen, tidak ada kode produksi/nomor batch, klaim 

berlebihan, tidak mencantumkan expired date, tidak sesuai dengan label yang 

disetujui BPOM  

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap 

sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi 

dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, BPOM di Kediri, 

BPOM di Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka 

POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di 

Surabaya, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji 

regionalisasi.  

Dari target 1786 sampel acak yang harus disampling dan diuji tahun 2024, realisasinya 

adalah sebesar 1790 (100,22%), kelebihan sampling obat sebanyak 4 (empat) sampel 

disebabkan ditemukan adanya sampel di peredaran yang sudah lama tidak di 

sampling. 

 

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 

Tabel 9. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 
kinerja 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
ANGGARAN 
2024 

REALISASI 
ANGGARAN 
2024 

% 
REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase 
Obat yang 
memenuhi 
syarat 

717.991.164 689.144.633 95,98 100.58 
100 % 
(Efisien) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi 

anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa 

anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media 

mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena 

regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal. Indikator ini 

merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya 

anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu 

tercapai atau tidaknya target IKU. 
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f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

Tabel 10. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

 

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

antara lain: melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan 

kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, 

CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan 

dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Selain itu juga dilaksanakan 

kegiatan dengan mengundang pelaku usaha khususnya pelaku usaha obat tradisional 

di Jawa Timur dalam forum FGD sehingga diharapkan pelaku usaha obat tradisonal 

dapat menerapkan aturan sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap hasil uji 

maupun terkait penandaan pada label produk 

Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di 

Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di 

Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Balai POM Kediri, Balai POM di 

Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM 

Manggarai Barat. Dari target 1786 sampel acak yang harus disampling dan diuji, 

realisasinya sebesar 1790 (100,22%) . Kelebihan sampling obat disebabkan 

ditemukan adanya produk obat yang sudah lama tidak disampling beredar dipasaran  

 

 

 

1
Persentase Obat yang 

memenuhi syarat
Inspeksi QIA.005.053

Pengadaan 

sampel obat, 

obat bahan alam, 

kosmetika, 

suplemen 

kesehatan

A Pengadaan Sampel (acak) 317.427.615 36 kali/trip 36

Perjalanan sampel di lapangan 

tidak dibedakan antara sampel 

acak dan target ( setiap kali 

pengadaan  dilapangan , sampel 

acak dan targeted diambil 

sekaligus

B

Rapat Koordinasi Pusat dan 

Balai POM Dalam Manajemen 

Sampling Obat

6.020.000 1 kali/trip 1

C

Perkuatan Strategi dan 

Pemantapan Teknis 

Pengawasan Mutu Obat 

Beredar

5.732.000 1 kali/trip 1

D

Pelatihan Sampling Obat 

Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, dan Kosmetik

12.040.000 1 kali/trip 2 Revisi

E

Rapat Koordinasi Pusat dan 

Balai POM dalam Manajemen 

Sampling Obat dan Makanan

6.020.000 1 kali/trip 1

Pengujian/Insp

eksi
QIA.005.053

Pengadaan 

sampel obat, 

obat bahan alam, 

kosmetika, 

suplemen 

kesehatan

F

Perkuatan Regionalisasi 

Laboratorium dalam Rangka 

Sampling dan Pengujian Tahun 

2024

10.920.000 1 kali/trip 1

Pengujian QIA.005.055

Pengujian 

laboratorium 

sampel obat, 

obat bahan alam, 

kosmetika, 

suplemen 

kesehatan

A

Pengujian Laboratorium 

Sampel Obat, OT, Kosmetik, 

Suplemen Kesehatan (acak)

385.728.955 1 Paket Lelang 1

Sub Kegiatan Target s.d. TW IV TARGET 1 TAHUNIndikator PJ Kegiatan Kode Kegiatan KeteranganTOTAL REALISASI
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g. Upaya peningkatan kinerja. 

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi obat, obat 

tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam 

menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi 

standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya dan Peningkatan 

kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan 

pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, 

suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan 

alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah 

ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga 

dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. 

 

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

 

Berdasarkan informasi capaian kinerja Lapkin interim 2024 diperoleh informasi bahwa 

target Lapkin 2024 telah tercapai yaitu 100,58 % 

 

Akan tetap dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang 

memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui 

penerapan CPOTB, CPKB dan pelaksanaan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk 

CAPA di tahun 2025 dengan mengundang pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan 

sarana tidak memenuhi ketentuan. 

 

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat  

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024. 

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  
% 

CAPAIAN  
KATEGORI 

Persentase Makanan 
yang memenuhi syarat  

90,62 89,83 99,13 

 

Cukup 
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Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus : 

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel 

Acak Makanan  yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau 

metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu 

yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan 

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman 

(UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar 

berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di 

tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. 

Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi 

Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk 

kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak 

memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. 

 

Realisasi persentase makanan yang 

memenuhi syarat tahun 2024 adalah 

89,83%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 

757 sampel acak makanan yang dilakukan 

oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 680 

sampel MS (memenuhi syarat), 77 sampel 

TMS (tidak memenuhi syarat) dengan 

rincian tidak memenuhi memenuhi syarat 

hasil uji 62 sampel, tidak memenuhi 

ketentuan penandaan 11 sampel dan tidak 

memenuhi syarat baik hasil uji dan 

penandaan sebanyak 4 sampel. Capaian 

persentase makanan yang memenuhi 

syarat tahun 2024 belum menca pai target  yaitu 99,13 % dengan kriteria ñCukupò. 

Gambar 13. Persentase Makanan yang 
Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi 

Syarat pada Sampel Acak 
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b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan 

tahun - sebelumnya. 

Terdapat perbedaan 

target Renstra dari 

86% menjadi 90,62% 

pada tahun 2024 

dikarenakan pada 

tahun 2023 terdapat 

kenaikan realisasi 

mencapai 90,62% 

sehingga dijadikan 

baseline di tahun 

2024. Penurunan 

capaian Persentase 

Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2024 disebabkan karena kurangnya 

kepatuhan pelaku usaha terhadap produk pangan baik terhadap mutu produk pangan 

maupun penandaan pada label produk pangan. 

Untuk Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 

mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu dari 90,62% menjadi 89,83% sehingga 

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat belum memenuhi target yaitu dengan 

capaian 99,13%. dengan kriteria ñCukupò 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional. 

Berdasarkan gambar di 

samping, dapat 

disimpulkan bahwa 

realisasi persentase 

makanan yang memenuhi 

syarat tahun 2024 yang 

tertinggi adalah BBPOM di 

Jakarta dan yang 

terendah adalah BBPOM 

di Yogyakarta dan hanya 

BBPOM di Yogyakarta 

Gambar 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase 
Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 hingga Tahun 2024 

Gambar 15. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 
dengan realisasi kinerja Balai lain yang 
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yang realisasi dari ke 5 UPT berada di bawah target BPOM/target nasional. 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja 

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 belum mencapai 

target  yaitu 99,13 % dengan kriteria ñCukupò. Dari pemeriksaan 757 sampel acak 

makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 680 sampel MS 

(memenuhi syarat), 77 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak 

memenuhi memenuhi syarat hasil uji 62 sampel, tidak memenuhi ketentuan 

penandaan 11 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan penandaan 

sebanyak 4 sampel.  

Pada pengujian kimia tidak memenuhi syarat hasil uji antara lain: 

 Sampel manisan, dengan TMS Sakarin dan Siklamat yang melebihi batas dan 

Rasio BTP Pemanis.  

 Sampel pangan olahan dengan nomor izin edar PIRT (TMS pemanis Siklamat dan 

Rasio Pengawet),  

 Sampel dengan nomor izin edar MD (mengandung pengawet Benzoat yang 

melebihi batas) dan sampel dengan nomor izin edar dari Kementan (pala bubuk 

TMS Aflatoksin total).  

 Sampel dengan kategori gula kelapa dengan No. Izin Edar PIRT dengan TMS Uji 

Sulfit 

 Sampel dengan kategori AMDK dengan TMS Mikrobiologi A. Pseudomonas 

 Sampel kategori bumbu dengan TMS Pengawet dan Mikrobiologi 

 Beberapa sampel kategori pangan berhahan dasar daging sapi (bakso sapi, abon 

sapi), teh, jelly, 

 Enzim Diastase dan Hidroksi Metil Furfural pada madu.  

 Sedangkan TMS Mikrobiologi pada parameter Salmonella, E. Coli, Angka 

Enterobacteriaceae dan Ankga Kapang Khamir (AKK) 

 Sesuai Pedoman Sampling, bahwa pada sampel acak dilakukan evaluasi 

penandaan sehingga hasil penandaan mempengaruhi kesimpulan hasil uji akhir. 

  TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan pada sampel makanan acak yang 

disampling dikarenakan pencantuman label pada produk tidak sesuai yang 

dengan label yang telah disetujui saat registrasi produk, misalnya: mencantumkan 

klaim, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa. TMK 

Penandaan tidak hanya pada sampel produk pangan MD tetapi juga pada sampel 

produk pangan dengan nomor ijin edar PIRT. 
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e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 

Tabel 12. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi 
Syarat 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
ANGGARAN 
2024 

REALISASI 
ANGGARAN 
2024 

% 
REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase 
Makanan 
yang 

memenuhi 
syarat 

439.429.505  434.994.840 98,99 99,13 
100 % 
(Efisien) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

untuk pencapaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat efisien 

karena % realisasi anggaran lebih rendah dari pada % capaian indikator. Hal ini 

disebabkan adanya penambahan anggaran reagen kegiatan Pengujian Laboratorium 

Sampel Makanan dan kegiatan Pengadaan Sampel Makanan. Indikator ini merupakan 

indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran 

yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau 

tidaknya target IKU. 

 

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

Tabel 13. Rencana Aksi pada Indikator Persentase makanan yang Memenuhi 
Syarat 

 

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah 

Pengujian laboratorium sampel makanan acak dan Pengadaan sampel makanan 

acak, selain itu melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat 

pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan 

sampel makanan acak adalah 755 sampel, dengan realisasi sampling adalah 757 

sampel atau 100,26%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian 

terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel 

2
Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat
Pengujian QIA.001.053

Pengujian 

laboratorium 

sampel makanan

A
Pengujian Laboratorium 

Sampel Makanan (acak)
335.624.710 1 Paket Lelang 1

Inspeksi QIA.001.055
Pengadaan 

sampel makanan
A Pengadaan Sampel (acak) 103.804.795 12 kali/trip 12

Perjalanan sampel di lapangan 

tidak dibedakan antara sampel 

acak dan target ( setiap kali 

pengadaan  dilapangan , sampel 

acak dan targeted diambil 

sekaligus

Sub Kegiatan Target s.d. TW IV TARGET 1 TAHUNIndikator PJ Kegiatan Kode Kegiatan KeteranganTOTAL REALISASI
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regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka 

POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM 

Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel 

yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas. 

 

7. Upaya peningkatan kinerja. 

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pa 

da saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi 

Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar 

keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi 

petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar 

pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel 

pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat 

mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan 

evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU 

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tercapai 

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II, diperoleh informasi bahwa target 

triwulan II sudah tercapai. Sedangkan pada triwulan III target capaian tidak tercapai, 

dikarenakan penambahan sampel yang diuji dengan hasil TMS yang signifikan. 

Sampai dengan TW IV target belum tercapai, terdapat 77 sampel yang tidak Memenuhi 

Syarat dengan Nomor Izin Edar MD, ML, PIRT dan 1 (satu) dengan nomor izin edar 

dari Kementan. Terdapat beberapa sampel dengan Nomor Izin Edar MD yang 

diproduksi oleh sarana yang masuk dalam cakupan wilayah BBPOM Surabaya. Sudah 

dilakukan Pemeriksaan sarana terkait produk pangan olahan dengan hasil uji yang 

TMS, misalnya ke produsen madu di tanggal 24 November 2024. Untuk produk 

pangan dengan no izin PIRT telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan 

terkait penerbit PIRT atau ke produsen PIRT yang berada dalam cakupan UPT 

BBPOM/BPOM lain. 
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3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan  

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024. 

Tabel 14. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

Persentase Obat yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

94,81 91,93 96,96 

 

Cukup 

 

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh 

dengan rumus: 

% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel 

Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100% 

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu 

yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling 

Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun 

berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel 

Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, 

meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor 

izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan 

penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.  

  

Realisasi Persentase Obat yang 

aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 2024 adalah 

91,93%, diperoleh dari hasil 

pemeriksaan 669 sampel targeted 

obat yang dilakukan oleh BBPOM di 

Surabaya, dengan hasil 615 sampel 

MS (memenuhi syarat), 54 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak 

memenuhi syarat hasil uji 29 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 21 

sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 4 sampel). 

Gambar 16. Persentase Obat yang 
Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi 
Syarat pada Sampel Targeted 

 

Gambar 17. Persentase Obat yang 
Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi 
Syarat pada Sampel Targeted 
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Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 tidak mencapai target 

yaitu 96,96 % dengan kategori Cukup.  

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya. 

Terdapat kenaikan realisasi 

tahun 2021 dibanding 2020, 

namun terjadi penurunan di 

tahun 2022, sedangkan 

capaian terus menurun dari 

tahun 2020 hingga tahun 

2022. Namun terjadi 

peningkatan realisasi dari 

tahun 2022 ke tahun 2023 

yang cukup signifikan yaitu 

dari realisasi 86,02% di tahun 

2022 menjadi 94,81% di 

tahun 2023. Berdasarkan realisasi 2023 tersebut, maka target 2024 dinaikkan menjadi 

94,81 % dari target awal renstra yaitu 92,3 % 

Untuk Realisasi Persentase Obat Yang aman dan bermutu pada tahun 2024 

mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu dari 94,81% menjadi 91,93% sehingga 

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tidak memenuhi target tahun 2024 yaitu 

dengan capaian 96,96% dengan kategori Cukup . 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional. 

 

Berdasarkan tabel di 

atas, dapat disimpulkan 

bahwa realisasi 

Persentase obat yang 

aman dan bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 2024 

yang tertinggi adalah 

BBPOM di Bandung (di 

atas target nasional) dan 

Gambar 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian 
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 
hingga Tahun 2024 

Gambar 19. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 
dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 
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yang terendah adalah BBPOM di Jakarta dan secara keseluruhan realisasi IKU pada 

4 (empat) Balai termasuk BBPOM di Surabaya di bawah target Nasional. 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja 

Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2024 tidak mencapai target 

dengan kategori Cukup. Dari 669 sampel obat targeted yang disampling terdapat 29 

sampel Tidak Memenuhi Syarat Uji (Obat Tradisonal 18 sampel; kosmetik 8 sampel; 

obat 2 sampel dan rokok 1 sampel), 21 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan 

(kosmetik 15 sampel; obat tradisonal 6 sampel) dan 4 sampel Tidak Memenuhi Syarat 

Uji dan Tidak memenuhi Ketentuan Penandaan yaitu obat tradisional. 

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap 

sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi 

dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Balai POM di Kediri, 

Balai POM di Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan 

Loka POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh 

BBPOM di Surabaya, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian 

parameter uji regionalisasi.  

Dari target 665 sampel targeted yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 

669 (100,60%) sampel yang disampling dan diuji, realisasi lebih besar dari target 

disebabkan pemenuhan sampel untuk verifikasi dan ruang lingkup pengujian pada 

sampel obat. 

 

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 

Tabel 15. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu 
Berdasarkan Hasil Pengawasan 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2024. Pada 

tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
ANGGARAN 
2024 

REALISASI 
ANGGARAN 
2024 

% 
REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase Obat 
yang aman dan 
bermutu 

berdasarkan hasil 
pengawasan  

267.718.836 256.962.771 95,98 96,96 
100 % 
(Efisien) 
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revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang 

kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan 

anggaran maksimal Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan 

internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan 

faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

Tabel 16. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan 
Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 

 

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang aman dan bermutu 

antara lain: melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan 

kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, 

CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan 

dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Selain itu juga dilaksanakan 

kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan 

serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, 

suplemen kesehatan. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian 

terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel 

regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Balai 

POM di Kediri, Balai POM di Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka 

POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. 

g. Upaya peningkatan kinerja. 

Selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan 

kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, 

CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan 

dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. 

Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta 

kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen 

kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan. Dapat 

3

Persentase Obat yang 

aman dan bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan

Inspeksi QIA.005.053

Pengadaan 

sampel obat, 

obat bahan alam, 

kosmetika, 

suplemen 

kesehatan

A Pengadaan Sampel (targeted) 118.359.885 36 kali/trip 36

Perjalanan sampel di lapangan 

tidak dibedakan antara sampel 

acak dan target ( setiap kali 

pengadaan  dilapangan , sampel 

acak dan targeted diambil 

sekaligus

Pengujian QIA.005.055

Pengujian 

laboratorium 

sampel obat, 

obat bahan alam, 

kosmetika, 

suplemen 

kesehatan

A

Pengujian Laboratorium 

Sampel Obat, OT, Kosmetik, 

Suplemen Kesehatan 

(targeted)

143.827.545 1 Paket Lelang 1

Sub Kegiatan Target s.d. TW IV TARGET 1 TAHUNIndikator PJ Kegiatan Kode Kegiatan KeteranganTOTAL REALISASI
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mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. 

 

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

 

Berdasarkan laporan kinerja interim tahun 2024, target IKU Obat yang aman dan 

bermutu tidak tercapai, terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana 

penyumbang jumlah terbanyak untuk TMS Uji adalah dari sampel obat tradisional dan 

penyumbang terbanyak untuk TMK penandaan adalah dari sampel kosmetik. TMK 

Penandaan dan TMS Uji untuk sampel targeted mempengaruhi hasil akhir dari 

perhitungan persentase obat yang Aman dan bermutu. 

 

Pada tahun 2024 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang 

aman dan bermutu melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui 

penerapan CPOTB, CPKB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha 

terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk 

maupun penandaan pada label produk.  

 

 

 

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024. 

Tabel 17. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

Persentase Makanan 
yang aman dan 
bermutu berdasarkan 
hasil pengawasan 

85,30 87,89 103,04 

 

Sangat 
Baik 

 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

diperoleh dengan rumus: 

% Makanan MS = (Jumlah Sampel targeted Makanan MS dibagi Total Sampel 

targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100% 
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Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau 

metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu 

yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan 

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman 

(UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat 

berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan 

sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel 

sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan 

Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan 

Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan 

Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak 

mempengaruhi kriteria MS/TMS. 

 Realisasi persentase makanan yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 

190 sampel targeted pangan yang dilakukan 

oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 167 

sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 23 TMS 

(Tidak Memenuhi Syarat). Capaian 

persentase makanan yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil pengawasan di 

tahun 2024 telah mencapai target yaitu 

103,04 % dengan kategori ñSangat Baik ò.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. persentase makanan yang 
aman dan bermutu 
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b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya. 

Terdapat perbedaan target 

Renstra dari 75% menjadi 

85,30% pada tahun 2024 

dikarenakan pada tahun 2023 

terdapat kenaikan realisasi 

mencapai 85% dari target 73% 

sehingga dijadikan baseline di 

tahun 2024.  

Indikator Persentase 

Makanan Yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan target tahun 2024 mengalami kenaikan meskipun target juga dinaikkan 

sehingga mencapai target dengan capaian sebesar 103,04% dan kategoti ñSangat 

Baikò. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional. 

 

Berdasarkan grafik di 

samping, dapat disimpulkan 

bahwa realisasi Persentase 

makanan yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 2024 

yang tertinggi adalah BBPOM 

di Semarang dan yang 

terendah adalah BBPOM di 

Bandung. Realisasi BBPOM di 

Surabaya, BBPOM di 

Semarang, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Jakarta telah melebihi target nasional. 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja 

Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan 

hingga tahun 2024 telah mencapai target yaitu 103,04% dengan kategori Sangat 

Gambar 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian 
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 

2020 hingga Tahun 2024 

Gambar 22. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 
dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 
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Baik . Dari pemeriksaan 190 sampel targeted makanan yang dilakukan oleh BBPOM 

di Surabaya, dengan hasil 167 sampel MS (memenuhi syarat) dan 23 sampel tidak 

memenuhi syarat hasil uji.  

Sesuai Pedoman Sampling, bahwa sampel targeted tidak dilakukan evaluasi 

penandaan sehingga kesimpulan hasil uji tergantung dari hasil uji laboratorium. Hasil 

TMS tersebut terdapat pada: 

�x 4 sampel UMKM (TMS Mikrobiologi E Coli dan ALT)  

�x 5 sampel PJAS TMS Mikrobiologi Angka E. Colli 

�x 4 Air Baku/AMIU TMS Mikrobiologi Angka E coli, dan koliform 

�x 2 sampel terdeteksi DNA Babi 

�x 2 sampel kasus TMS mengandung Formalin pada ikan teri dan cumi 

�x 6 sampel local spesifik TMS mengandung pengawet yang melebihi batas, 

boraks dan HMF, Enzim Diastase 

 
Sampel PJAS merupakan sampel yang disampling di sekolah yang sudah diintervensi 

oleh BBPOM di Surabaya di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 

Sampang dan Kabupaten Nganjuk sehingga masih perlu dilakukan pendampingan 

kepada sekolah-sekolah tersebut agar PJAS yang dikonsumsi anak sekolah 

seluruhnya aman.  

Upaya lain yang telah dilakukan adalah bahwa BBPOM di Surabaya tetap konsisten 

untuk melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pengawasan rutin 

sehingga sarana produksi tetap konsisten untuk menerapkan CPPOB (Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik) untuk menghasilkan produk pangan yang sesuai standar 

keamanan dan mutu serta aspek penandaannya. 

 

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 

Tabel 18. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Aman dan 
Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2024. Pada 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
ANGGARAN 
2024 

REALISASI 
ANGGARAN 
2024 

% 
REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase 
Makanan yang 

aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

108.760.995  107.663.393 98,99 103,04 
100 % 
(Efisien) 
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tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme 

revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang 

kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan 

anggaran maksimal Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan 

internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan 

faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

 

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah 

Pengujian laboratorium sampel makanan targeted dan Pengadaan sampel makanan 

targeted, selain itu melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat 

pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan 

sampel makanan targeted adalah 190 sampel, dengan realisasi sampling adalah 190 

sampel atau 100,00%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian 

terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel 

regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka 

POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM 

Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel 

yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas 

g. Upaya peningkatan kinerja. 

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pa 

da saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi 

Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar 

keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi 

petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar 

pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel 

4

Persentase Makanan yang 

aman dan bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan

Pengujian QIA.001.053

Pengujian 

laboratorium 

sampel makanan

A
Pengujian Laboratorium 

Sampel Makanan (acak)
83.068.790 1 Paket Lelang 1

Inspeksi QIA.001.055
Pengadaan 

sampel makanan
A

Pengadaan Sampel 

(Targeted)
25.692.205 12 kali/trip 12

Perjalanan sampel di lapangan 

tidak dibedakan antara sampel 

acak dan target ( setiap kali 

pengadaan  dilapangan , sampel 

acak dan targeted diambil 

sekaligus

Sub Kegiatan Target s.d. TW IV TARGET 1 TAHUNIndikator PJ Kegiatan Kode Kegiatan KeteranganTOTAL REALISASI

Tabel 19. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil 
Pengawasan 

 

Tabel 20. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil 
Pengawasan 
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pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat 

mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan 

evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU 

Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu tercapai 

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III dan IV tahun 2024, target IKU Makanan 

yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan telah tercapai. Pada tahun 

2024 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase makanan yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan melalui pemeriksaan rutin pengawasan 

sarana produksi melalui penerapan CPPOB sehingga dapat meningkatkan kesadaran 

pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu 

produk maupun penandaan pada label produk.  

 

 

 

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024. 

Tabel 21. Realisasi Persentase Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 
tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

Persentase pangan 
fortifikasi yang 
memenuhi syarat 

85,00 90,00 105,88 

 

Sangat 
Baik 

 

Persentase Pangan Fortifikasi diperoleh dengan rumus : 

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS dibagi Total Sampel 

Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 
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Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau 

metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu 

yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan 

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman 

(UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat 

berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan 

sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel 

sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai Besar 

POM di Surabaya. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau 

Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk 

Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi 

terhadap label tetap dilakukan namun tidak 

mempengaruhi kriteria MS/TMS. 

 Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang 

Memenuhi Syarat tahun 2024 sebesar 

90,00%. Persentase tersebut diperoleh dari 

hasil pemeriksaan 110 sampel yang dilakukan 

oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 99 

sampel MS (memenuhi syarat), 11 sampel 

TMS (tidak memenuhi syarat). Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi 

berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 Tidak Mencapai target yang ditetapkan 

dengan capaian sebesar 105,88% dan kriteria ñSangat Baikò.  

Gambar 23. Persentase Pangan Fortifikasi 
yang Memenuhi Syarat dan Tidak 
Memenuhi Syarat 
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b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya. 

Terdapat perubahan target 

dari target Renstra 90% 

menjadi 85% dikarenakan 

selama tahun 2022 dan 

2023 Persentase pangan 

fortifikasi yang memenuhi 

syarat tidak tercapai 

sehingga diusulkan 

penurunan target 

Terdapat penurunan 

realisasi di tahun 2022 dan 

2023 dibandingkan dengan 

2021, begitu juga dengan 

capaiannya. Penurunan 

capaian persentase 

Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 dan 2023 disebabkan adanya 

penambahan parameter uji di Pedoman Sampling tahun 2022 dan 2023 dibandingkan 

dengan Pedoman Sampling di tahun 2021. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi 

yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu 

dari 83,0% menjadi 90% sehingga Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi 

Syarat memenuhi target tahun 2024 dengan capaian sebesar 105,88% dan kategori 

Sangat Baik.  

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional. 

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator 

Persentase Pangan 

Fortifikasi yang Memenuhi 

syarat tahun 2024 yang 

tertinggi adalah BBPOM di 

Semarang dan yang 

terendah adalah BBPOM di 

Surabaya. Namun Realisasi 

dari ke 5 UPT BBPOM 

memenuhi target 

BPOM/target nasional). 

Gambar 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian 
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat 
berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 hingga Tahun 
2024 



 

 

со 
 

 

 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja 

Capaian Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun tahun 

2024 telah mencapai target dengan kritera Sangat Baik . Sampai dengan triwulan IV 

tahun 2024 jumlah sampel pangan fortifikasi yang masuk ke Fungsi Pengujian 

sebanyak 110 terdiri 55 sampel Garam, 10 sampel Tepung Terigu dan 45 sampel 

Minyak Goreng Sawit (MGS).  Dari 110 sampel yang selesai diuji terdapat 99 sampel 

MS (Memenuhi Syarat) dan 11 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampel TMS 

tersebut terdiri atas: 

�x Lima sampel garam beryodium dengan tidak memenuhi standar kadar KIO3,  

�x Enam sampel Minyak Goreng Sawit (TMS Asam Lemak Bebas dan TMS karena 

tidak mengandung Vitamin A).  

Hasil Uji yang TMS pada Minyak Goreng Sawit disebabkan antara lain : 

1. Sarana Pengemas MGS membeli bahan baku MGS tanpa fortifikan Vitamin A 

dengan alasan tidak bisa bersaing dengan pabrik MGS bila membeli bahan baku 

MGS yang sudah ada penambahan Vitamin A dikarenakan harganya lebih mahal. 

2. Tidak mempunyai fasilitas peralatan produksi Mixing untuk melakukan 

penambahan vitamin A, sehingga Kadar Vitamin A dalam produk kurang  dari 

kadar yang dipersyaratkan. 

3. Sarana penyimpanan Vitamin A tidak sesuai yang dipersyaratkan. 

4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha Pengemas terkait peraturan yang 

ditetapkan. 

Hal yang mempengaruhi kurangnya kadar Iodium terutama dikarenakan : 

1. proses penambahan fortifikan yang kurang tepat dan tidak merata saat 

pencampuran sehingga kadar KIO3 yang terdapat pada sampel kurang dari 

persyaratan.  Pelaku usaha UMKM biasanya penambahan Iodium masih 

menggunakan cara manual sehingga homogenitasnya kurang merata. 

2. Dikarenakan sampling garam konsumsi beryodium di lakukan di sarana 

peredaran termasuk pasar-pasar tradisonal, penyimpanan produk yang tidak 

sesuai juga dapat menyebabkan kadar KIO3 menurun. 

Kegiatan sampling pangan fortifikasi sesuai Pedoman sampling di tahun 2024 

dilakukan di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan.  

Gambar 25. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 
dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 
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Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan 

fortifikasi garam dan minyak goreng sawit terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai 

ketentuan SNI 

 

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 

Tabel 22. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pangan fortifikasi yang 
memenuhi syarat 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
ANGGARAN 
2024 

REALISASI 
ANGGARAN 
2024 

% 
REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase 
pangan fortifikasi 
yang memenuhi 

syarat 

73.227.000  48.165.696 65,78 105,88 
90 % 
(Efisien) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran. Terdapat 

pergeseran anggaran perlengkapan sampling untuk dialihkan ke belanja perlengkapan 

penunjang sampling. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan 

internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan 

faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kegiatan yang menunjang IKU persentase 

pangan fortigfikasi yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel 

pangan fortifikasi dan Pengadaan sampel pangan fortifikasi. Tahun 2024 telah 

dilakukan sampling Pangan Fortifikasi sebanyak 110 sampel dan seluruhnya telah 

selesai diperiksa dan diuji. 

g. Upaya peningkatan kinerja. 

5

Persentase pangan 

fortifikasi yang 

memenuhi syarat

Inspeksi QIA.008.051
Pengadaan sampel 

makanan
A

Pengadaan Sampel 

Pangan Fortifikasi
73.227.000 6 kali/trip 6

Sub Kegiatan Target s.d. TW IV TARGET 1 TAHUNIndikator
PJ 

Kegiatan
Kode Kegiatan KeteranganTOTAL REALISASI

Tabel 23. Rencana Aksi pada Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 

 

Tabel 24. Rencana Aksi pada Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 
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BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pa 

da saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi 

Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar 

keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi 

petugas secara terus menerus terkait Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi 

melalui Bimtek yang diadakan oleh BPOM, pelaksanaan sampling dan pengujian agar 

pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel 

pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat 

mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan pendampingan 

kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha garam (UMKM) dan pengemas minyak 

goreng kelapa sawit agar menggunakan fortifikan sesuai standar. Melakukan 

monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin 

sehingga IKU Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat tercapai. 

 

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, target tahun 2024 telah tercapai. Lokasi 

sampling adalah wilayah tinggi stunting dan rendah stunting sehingga sangat 

mempengaruhi capaian IKU, maka upaya yang dilakukan BBPOM di Surabaya adalah 

tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana 

produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB 

termasuk dalam penggunaan fortifikan yang dipersyaratkan oleh SNI 3556-2016 untuk 

garam, SNI 3751-2018 untuk tepung terigu dan SNI 7709:2019 untuk minyak goreng 

sawit.  
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Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan 

NSS 106,88% dengan kategori Sangat Baik. 

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut: 

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan 
bermutu  

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024. 

Tabel 25. Realisasi Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 
terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

Indeks kesadaran 
masyarakat 
(awareness index) 
terhadap Obat dan 
Makanan aman dan 
bermutu 

84,50 90,31 106,88 

 

Sangat 
Baik 

 

Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman 

dan Bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted 

Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling 

menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata 

tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan 

bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. 

Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang 

menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks 

kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. 

 

Keterangan: 

SASARAN STRATEGIS 2 

 

 

SASARAN STRATEGIS 2 

 

Meningkatnya Kesadaran 

Masyarakat terhadap Keamanan 

dan Mutu Obat dan Makanan di 

Lingkup BBPOM di Surabaya 

 

Meningkatnya Kesadaran 

Masyarakat terhadap Keamanan 

dan Mutu Obat dan Makanan di 

Lingkup BBPOM di Surabaya 
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Ra adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot 

pertanyaan (a) dalam satu komoditi. 

b adalah bobot penduduk (BPS) 

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan 

pangan olahan 

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada 

masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, 

keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih 

Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat 

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman 

yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang 

menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 

tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat 

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang 

aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi 

nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (Knowledege) 

bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik 

pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan 

dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh 

sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (Attitude) untuk 

menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat 

dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku 

masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan 

dengan baik.  

Pada akhir tahun 2024 telah diperoleh hasil  pengukuran Indeks kesadaran 

masyarakat (awareness index ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 

yaitu 90,31 terhadap target 84,50 atau dengan capaian 106,88% dan kategori Sangat 

Baik.   

Gambar 26. Nilai Komponen Pendukung Indeks Kesadaran Masyarakat  
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Indeks kesadaran Masyarakat terdiri dari tiga komponen pendukung yaitu nilai 

pengetahuan, sikap dan perilaku. Capaian untuk wilayah kerja BBPOM Surabaya (27 

Kabupaten/Kota) di Propinsi Jawa Timur untuk tiga nilai tersebut adalah: nilai 

pengetahuan 95,08; nilai sikap 91,26 dan nilai perilaku 84,60. Dari data tersebut 

nampak bahwa nilai perilaku adalah yang paling rendah, artinya meskipun 

masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang keamanan dan mutu obat dan 

makanan namun belum tentu merubah perilakunya.  Survey pengukuran Indeks 

Kesadaran Masyarakat dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 

BPOM bekerjasama dengan BPS. 

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya. 

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kesadaran (awareness index) Masyarakat 

terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

Dari grafik tersebut dapat 

dilihat bahwa terdapat 

peningkatan realisasi 

indikator Indeks kesadaran 

masyarakat (awareness 

index) terhadap Obat dan 

Makanan Aman dan 

Bermutu dari tahun 2020 

hingga tahun 2024. Namun, 

terdapat sedikit penurunan 

capaian di tahun 2021 

dibanding tahun 2020, dan 

meningkat lagi secara 

signifikan di tahun 2022, kemudian meningkat lagi di tahun 2023 dan 2024. Penurunan 

indeks kesadaran Masyarakat pada tahun 2021 merupakan akibat dari pandemi covid 

dimana Masyarakat tidak mendapatkan layanan secara langsung. Terbukti bahwa 

Masyarakat masih membutuhkan layanan secara langsung dan layanan nir kontak 

meskipun telah difasilitasi dengan berbagai sarana tidak dapat menggantikan layanan 

secara langsung. Oleh karena itu kemudian BBPOM di Surabaya berupaya untuk 

memberikan layanan publik yang hampir menyerupai layanan secara langsung 

misalnya KIE bersama tokoh masyarakat, Live Chat, Cangkrukan, Anda Menanyakan 

Kami Menjawab, Klinik POM, dll yang memungkinkan masyarakat melakukan 

Gambar 27. Perbandingan Realisasi dan 
Capaian Indeks Kesadaran (awareness index) 
Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman 
dan Bermutu Tahun 2020 hingga Tahun 2024 
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konsultasi secara langsung meskipun dengan perantaraan teknologi informasi. 

Layanan secara langsung melalui ruang layanan ULPK juga semakin ditingkatkan 

dengan meningkatkan sarana prasarana di ruang layanan yang memberikan rasa 

nyaman kepada konsumen yang datang langsung ke kantor, misalnya fasilitas 

computer dan printer yang digunakan oleh pelanggan, pojok refreshment yang 

menyediakan kopi, teh, jamu, air minum dan kue kue yang dapat dinikmati oleh 

konsumen. Jam layanan juga semakin ditingkatkan dengan tetap memberikan layanan 

selama jam istirahat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat 

yang akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan 

Makanan yang aman dan bermutu. Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan 

fasilitas yang memadai bagi pelanggan yang termasuk katagori kelompok rentan 

misalnya ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal ini untuk 

memastikan bahwa BBPOM Surabaya melayani semua golongan Masyarakat dan 

tidak ada yang ditinggalkan (no one left behind).  

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional. 

 

Berdasarkan Grafik di 

samping, dapat disimpulkan 

bahwa realisasi Indeks 

Kesadaran Masyarakat 

(Awareness Index) terhadap 

Obat dan Makanan Aman 

dan Bermutu tahun 2024 

yang tertinggi adalah 

BBPOM di Bandung dan 

yang terendah adalah 

BBPOM di Semarang. 

Realisasi Indeks Kesadaran 

Masyarakat secara nasional adalah 88,09. BBPOM Bandung, BBPOM Surabaya, 

BBPOM Jakarta, BBPOM Yogyakarta telah melampaui realisasi nasional dan hanya 

BBPOM di Semarang yang berada di bawah realisasi nasional.  

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja 

Gambar 28. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 
dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 
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Berdasarkan hasil survey kesadaran (awareness) masyarakat yang dilaksanakan 

pada tahun 2024 didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat di wilayah kerja 

BBPOM Surabaya (27 Kabupaten/Kota di Jawa Timur) adalah 95,08; nilai sikap 

masyarakat adalah 91,26 dan nilai perilaku masyarakat adalah 84,60.  

Dari hasil survey diketahui bahwa komponen perilaku memperoleh nilai paling rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan 

sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti 

dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari, terutama terkait 

membaca informasi pada label/kemasan.   

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat 

tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai 

berikut: obat 90,44 (Baik); Obat Tradisional 86,80 (Baik); Suplemen Kesehatan 86,04 

(Baik); Kosmetik 87,29 (Baik); Pangan Olahan 88,59 (Baik). Semua indeks komoditi 

menunjukkan peningkatan dari tahun 2023.  

Sedangkan di wilayah kerja BBPOM Surabaya (27 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa 

Timur), Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan 

Makanan yang aman dan bermutu per komoditi adalah sebagai berikut: Obat 94,43 

(Baik); Obat Tradisional 89,38 (Baik); Suplemen Kesehatan 88,29 (Baik); Kosmetik 

87,55 (Baik) dan Pangan Olahan 90,15 (Baik).  

Jika dibandingkan antara capaian indeks komoditi Tingkat nasional dan Propinsi Jawa 

Timur (wilayah kerja BBPOM Surabaya) maka diperoleh hasil indeks semua komoditi 

di Jawa Timur lebih tinggi dari indeks Tingkat Nasional. 

Dari survey diketahui bahwa pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, 

terutama terkait variable kadaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan 

pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap 

informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (Sikap yang positif), hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya infromasi yang 

terdapat pada produk. Perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua 

variable, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada 

label/kemasan produk. 

Pengetahuan masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan 

Makanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tren ini menunjukkan bahwa 

program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan 

makanan semakin diketahui oleh masyarakat, terutama setelah terjadi pandemi Covid 

19 maupun kejadian-kejadian lain yang terjadi di masyarakat misalnya kasus Sirup 
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yang tercemar EG DEG, kosmetik illegal dan mengandung bahan berbahaya, obat 

tradisional mengandung Bahan Kimia Obat, produk kadaluwarsa dll.   

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain 

adalah: pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen 

Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain 

tentang: petunjuk penyimpanan, produk yang tidak terdaftar di BPOM, dan tanggal 

kedaluwarsa produk. Hal yang lain ditanyakan antara lain adalah: pengetahuan 

masyarakat terkait logo obat, pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman 

yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, pengetahuan masyarakat 

terkait obat tradisional yang mengandung BKO, pengetahuan masyarakat terkait 

kosmetik yang mengandung merkuri, pengetahuan masyarakat terkait cara 

membuang sisa obat yang benar.   

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, 

sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 

misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. 

Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di 

BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan 

bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang 

ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya 

produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar.  

Metode dan materi penyuluhan/KIE kepada masyarakat harus didesain secara 

menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dikemas dengan bahasa 

yang sederhana dengan memanfaatkan keragaman budaya di Jawa Timur serta 

dengan memanfaatkan pengaruh tokoh masyarakat, pemuka agama, dan komunitas 

komunitas masyarakat yang telah terbentuk. Iklan televisi masih merupakan media 

yang paling sering disebutkan oleh masyarakat sebagai sumber pengetahuan tentang 

BPOM. Dari survey juga diketahui bahwa usia merupakan variabel yang penting dalam 

menentukan media yang dipilih Masyarakat sebagai sumber mencari informasi.  

Kesadaran terhadap produk obat paling tinggi (94,43) disusul pangan olahan (90,15), 

Obat Tradisional (89,38), Suplemen Kesehatan (88,29) dan terakhir kosmetik (87,55). 

  

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 
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Tabel 26. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
ANGGARAN 
2024 

REALISASI 
ANGGARAN 
2024 

% 
REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Indeks kesadaran 
masyarakat 

(awareness index) 
terhadap Obat dan 
Makanan aman 
dan bermutu 

420.739.000  420.738.912 100,00 106,88 
100 % 
(Efisien) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 

2024. Pada tahun 2024, anggaran Penyebaran Informasi melalui Media sangat 

terbatas, namun demikian, dilakukan upaya penyebaran informasi yang lebih efisien 

melalui sms blast, dengan biaya murah namun jangkauan informasi lebih luas, 

sehingga target output dapat tercapai bahkan melebihi target. Dari target 110 kali 

publikasi dapat terealisasi 117 kali.  

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

  

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator selama tahun 2024 

yang telah dilakukan BBPOM Surabaya antara lain pembuatan vidio; iklan layanan 

Masyarakat di Youtube ads, Videotron di sekitar Kebun Binatang Surabaya dan Kota 

Madiun, Koran online Radar Surabaya (Gerbangkertasusila), Baliho di Gresik, Madiun, 

Nganjuk, Ponorogo, Mojokerto, Jombang, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Malang, 

Batu, Pacitan, Tuban, Pamekasan, Sumenep, Kab Malang, Kota Probolinggo, Kota 

Pasuruan, sms blast di (Magetan, Sumenep, Batu, Sidoarjo, Pasuruan, Bangkalan, 

Bojonegoro, Sampang, Pamekasan, Lamongan, Probolinggo, Ponorogo, Mojokerto, 

Madiun, Gresik, Jombang, Pasuruan, Pacitan, Nganjuk, Ngawi, Tuban), Google 

6

Indeks kesadaran 

masyarakat 

(awareness index) 

terhadap Obat dan 

Makanan aman dan 

bermutu

Infokom BMB.001.051

Pelaksanaan 

publikasi Obat dan 

Makanan ke 

masyarakat

A
Penyebaran Informasi 

Melalui Media
420.739.000 110 Paket 117

Sub Kegiatan Target s.d. TW IV TARGET 1 TAHUNIndikator
PJ 

Kegiatan
Kode Kegiatan KeteranganTOTAL REALISASI

Tabel 27. Rencana Aksi pada Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 

 

Tabel 28. Rencana Aksi pada Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 
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Display Network, Transportasi (Trans Jatim rute Sidoarjo-Mojokerto, Wira wiri 

Surabaya), ILM di TV One, Radio (Suara Surabaya, Suara Giri FM, Karimata 

Pamekasan), Bioskop XXI Royal Plasa, dengan materi antara lain Cek KLIK, 

Maklumat Pelayanan, SKM, alur informasi dan pengaduan, Konsultasi pendaftaran 

ulang pangan olahan, alur informasi dan pengaduan, BPOM Mobile, Cegah stunting 

dengan pangan aman dan bergizi seimbang, Merdeka dari stunting dengan pangan 

aman dan CEK KLIK, Cegah Stunting dengan Pangan Aman, Tips OT aman, Pangan 

aman cegah stunting, Hati-hati OT BKO, Jenis layanan BBPOM di Surabaya, Gunakan 

BPOM Mobile, Baca Informasi Nilai Gizi, Waspada penyalahgunaan Boraks, 

Penggunaan antibiotik yang tepat untuk cegah AMR, Keamanan kosmetik, Cek KLIK 

Kosmetik, dll. Penyebaran informasi ini dilakukan selain menggunakan anggaran dari 

DIPA BBPOM Surabaya juga dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah daerah 

dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah misalnya 

Videotron, kendaraan transportasi, dll. 

 

g. Upaya peningkatan kinerja. 

Struktur demografi dan kewilayahan Propinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 

yang sangat besar dan beragam latar belakang sosial budaya latar belakang 

pendidikan, tingkat ekonomi, agama, adat istiadat dan lain lain merupakan tantangan 

tersendiri bagi BBPOM Surabaya khususnya fungsi Informasi dan komunikasi untuk 

memberikan pengetahuan, pemahaman dan akhirnya merubah perilaku yang selama 

ini dianggap òbenarò namun ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan maupun best practices yang benar sesuai ilmu pengetahuan 

terkini. Masyarakat yang merasa sudah benar saat membeli obat obat keras yang 

dijual rentengan (setelan) dengan sumber yang tidak jelas serta dijual oleh pihak pihak 

yang tidak mempunyai hak dan kewenangan sesuai perundang undangan hanya 

karena setelah minum obat obat tersebut merasa masalah kesehatannya hilang.  Atau 

masyarakat yang selama ini sudah ñterbiasaò mengkonsumsi pangan mengandung 

bahan berbahaya, boraks misalnya, hanya karena nenek moyang mereka telah 

mengkonsumsi produk pangan tersebut sejak dahulu kala dan tidak ada gangguan 

Kesehatan yang berarti. 

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator 

pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 95,08 dan yang paling 

rendah adalah faktor perilaku yaitu 84,60. Perubahan perilaku memang tidak dapat 

terjadi dalam jangka pendek. Karena itu harus ada upaya terus menerus untuk 
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memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat.  Hal ini harus 

menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan 

peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan 

merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan 

pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif 

untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua 

segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di 

pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. 

Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh 

masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat 

digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh 

masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau 

penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu serta mendukung berbagai 

program pemerintah terkait pengawasan obat dan makanan. 

Setelah masa pandemi berakhir, BBPOM di Surabaya harus menyesuaikan strategi 

pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media sosial menjadi 

pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Masa pandemi 

Covid-19 telah menyebabkan terjadinya transformasi digital yang sangat drastis. 

Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung sekarang harus disertai 

dengan layanan melalui telpon dan media sosial antara lain WhatsApp, email, google 

review, Instagram, Twitter, dll. Masyarakat selalu mencari media sosial jika ingin 

mengetahui seluk beluk suatu organisasi termasuk BPOM.  Namun demikian tetap 

diupayakan agar Masyarakat yang awam terhadap media sosial mempunyai alternatif 

untuk layanan tatap muka selain datang ke kantor yaitu melalui zoom meeting atau 

video call.  

Selama tahun 2024 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 2.051 

layanan tatap muka langsung, melalui WhatsApp, telepon, email dan google review. 

Selain itu BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom 

meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya 

menggunakan platform kegiatan Cangkrukan dengan tagline ñAnda Menanyakan Kami 

Menjawabò. Selama tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan 

Cangkrukan sebanyak 18 kali yang diikuti oleh 593 peserta terdiri dari beberapa 

kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri 

Pangan, UMKM kosmetika, calon pelaku usaha kosmetika, lintas sektor, dll. Topik yang 

disampaikan dalam Cangkrukan antara lain : Standar Pelayanan Publik untuk 
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Rekomendasi Pemohon Notifikasi dan Pengaduan Masyarakat & Informasi Obat dan 

Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk SKI/ SKE, Sertifikasi Cara Distribusi Obat 

yang Baik (CDOB) di PBF, Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Obat dan 

Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan IP CPPOB, 

Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan SPA CPKB, Pendaftraran 

Pangan, Label, ING, Cegah Stunting, AMR, dan konsultasi Anda Menanyakan Kami 

Menjawab (AMKM). 

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial secara maksimal karena 

telah terbiasa menggunakan layanan melalui media sosial selama masa pandemi 

Covid-19 dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat meskipun masa 

pandemi sudah semakin mereda dan berubah menjadi endemi. Media sosial lain yang 

dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. 

Selama tahun 2024, BBPOM Surabaya telah menayangkan 942 layanan informasi 

melalui 3 media sosial tersebut dengan topik antara lain:  Jangan asal beli kosmetik, 

Jenis plastic untuk kemasan pangan, Tips membekukan makanan, Wapada Jamu 

Berbahaya, Tips Mengolah Daging Kurban, Stop Gratifikasi, Alur Layanan Informasi & 

Pengaduan, Perangi Penyalahgunaan Obat, Bimtek Kader Keamanan Pangan, 

Penyalahgunaan Obat Obat Tertentu, Bahaya Obat Setelan, Kenali Logo Pada 

Kemasan Obat, Buang sampah obat dengan aman, Cara buang sampah obat dengan 

perhatian khusus, Pengobatan tepat, hidup jadi lebih sehat, Kelola Obat-obat tertentu, 

Cegah Penyalahgunaan obat penurun badan, Penggunaan Off-Label pada obat, 

Keamanan Pemanis Buatan Aspartam, Cara Baca Tanggal Kedaluarsa pada kemasan 

obat, Kenali ciri-ciri obat ilegal dan palsu, Cek Obat Asli atau Palsu dengan BPOM 

Mobile, Waspada Klaim Berlebihan pada Suplemen Kesehatan, Waspada Jamu 

Berbahaya, Berbahayakah Bahan Kimia Obat, Pastikan Produk Jamu memiliki Izin 

Edar, Apakah Jamu Gendong perlu ijin edar BPOM, Mitos/Fakta Jamu dapat 

mengatasi segala penyakit, Tips Memilih Jamu yang Aman, Jamu itu Sehat, Jauhi 

yang berefek instan, Ciri-ciri jamu illegal, Yang sering ditambahkan dalam OT, Bahaya 

Jamu Kedaluarsa, Hati-hati jamu oplosan, Mitos/Fakta Jamu dapat dikonsumsi tanpa 

Batasan, Waspada Kontaminan pada OT, Tips Memilih Bahan Baku Jamu, Waspada 

Klaim Suplemen Kesehatan, Cara aman konsumsi Suplemen Kesehatan, 3 Jenis 

Klaim Manfaat Suplemen Kesehatan, Ayo Cek Klik sebelum konsumsi suplemen 

Kesehatan, Tips Aman sebelum belanja online Suplemen Kesehatan, Apakah semua 

vitamin merupakan suplemen Kesehatan, Konsumsi Vitamin C, Patroli Siber, 

Underweight, Stunting, Wasting, Pastikan Suplemen Kesehatan memiliki izin edar, 

Yang harus dicantumkan pada Suplemen Kesehatan, Kenali Suplemen Probiotik, 
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Tahukan kamu? Suplemen Selenium, Vitamin D Supelemen Kesehatan, Cek Legalitas 

Produk Supelemen Kesehatan, Fakta/Mitos tentang vit B12, Waspada Klaim Vit C 

injeksi, dan Waspada Klaim Berlebihan Suplemen Kesehatan, Keuntungan memiliki 

Nomor Izin Edar, Kolaborasi Kampanye Keamanan Pangan; PPID. Selain itu BBPOM 

Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan 

kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor serta hasil pengawasan yang 

dilakukan oleh BBPOM Surabaya. Pada akhir tahun 2024, BBPOM Surabaya 

melaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi pengawasan obat dan makanan 

selama tahun 2024 yang mengundang seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. 

 

Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum 

milenial, selama tahun 2024, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan 

pemberian informasi dengan memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk 

untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 

terutama pada saat menjadi narasumber berdasarkan undangan dari lintas sektor, 

perguruan tinggi, asosiasi, maupun berbagai komunitas lainnya.  

 

Pada tahun 2024, BBPOM Surabaya telah memberikan informasi secara langsung 

melalui berbagai kegiatan pada saat menjadi narasumber berbagai kegiatan 

kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor misalnya pada kegiatan 

Sosialisasi distribusi bahan berbahaya, Pelatihan Keamanan Pangan, Pelatihan 

penjamah dan pengelola makanan, Kuliah Profesi Apoteker Universitas Airlangga, 

Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, Pelatihan Hygiene dan 

Sanitasi Makanan, Pembinaan Desa/IKM berorientasi Ekspor di Jawa Timur, 

Pembinaan Keamanan Pangan Segar pada Konsumen, Sosialisasi Pengawasan 

Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir 

B2 Maupun Produsen B2, Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Kayu dan Ubi Jalar dengan 

Metode Blended Learning, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hygiene dan Sanitasi 

bagi Pengelola Makanan dan Penjamah Makanan, Kegiatan Fasilitasi Kemudahan 

Perijinan Bagi Pelaku Usaha Mikro Terutama Mengenai Pengurusan Sertifikasi BPOM 

Kegiatan Social and Learning Activity with Morality for Nation (SALMON) 2024, FGD 

Penguatan Kerjasama Penelitian dengan Mitra Lembaga Riset, Surabaya Halal 

Festival, Bimtek CPPB PIRT Bagi Pelaku Usaha IRTP di Kabupaten Sidoarjo, Bimtek 

Perawatan, Kesehatan ,Rehabilitasi dan Pelayanan Tahanan pada Lapas dan Rutan 

di Jawa Timur, Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal untuk Penanggulangan Rawan 

Pangan, Sosialisasi Penerapan Mutu Pangan dan SNI, Talkshow goes to School, 
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Pelatihan Pelaku Usaha Kegiatan Operasional Registrasi, Sertifikasi, dan Mutu 

Pangan Segar, kegiatan Talkshow Goes To School dengan tema ñ Generasi  Sehat, 

Generasi Herbal, Saatnya Gen-Z Mengenal Herbal ñ, Pelatihan Pengolahan Produk 

Hortikultura, Peningkatan kapasitas penjamah dan pengelola makanan tentang 

pengawetan dan BTP, dll. 

 

Pada tahun 2024, BBPOM Surabaya menyelenggarakan beberapa kegiatan yang 

melibatkan generasi z misalnya Cangkrukan Goes To Campuss yang menargetkan 

mahasiswa fresh graduated yang ingin bergabung dengan Badan POM. Selain itu 

BBPOM Surabaya juga mengusung tema khusus stunting yaitu ñCiptakan Generasi 

Emas: Cegah Stunting dengan Pangan Aman Bergizi Seimbangò. Meskipun BBPOM 

Surabaya telah mengupayakan agar kegiatan pemberian informasi dilaksanakan 

secara merata di seluruh wilayah kerja BBPOM Surabaya namun masih ada kelompok 

Masyarakat di beberapa wilayah yang belum menjadi target KIE BBPOM Surabaya. 

Ke depan, BBPOM Surabaya harus memperbanyak frekwensi KIE ke seluruh wilayah 

Propinsi Jawa Timur secara merata. BBPOM Surabaya juga harus memanfaatkan 

berbagai fasilitas yang dimiliki oleh lintas sektor agar kegiatan KIE dapat dilaksanakan 

secara masif ke seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Pemerintah Daerah memiliki 

sarana dan fasilitas untuk melakukan publikasi untuk Badan POM misalnya Videotron, 

Baliho, transportasi umum, media sosial, radio, TV lokal, koran lokal, dll. 

 

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 

2024 telah tercapai dengan capaian 106,88%. Namun nilai perilaku masih rendah yaitu 

84,60 (meskipun sudah termasuk katagori BAIK) sehingga diperlukan upaya untuk 

melakukan pemberian informasi yang semakin intensif dan pemilihan media yang tepat 

untuk melakukan penyebaran informasi di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Selain 

itu jumlah KIE bersama Tokoh Masyarakat yang meningkat di tahun 2024 diharapkan 

mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada BBPOM Surabaya dan Badan 

POM yang pada akhirnya diharapkan dapat merubah perilaku Masyarakat terkait 

awareness Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kerjasama dengan 

Penerintah Daerah harus semakin dieratkan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas 

yang dimiliki oleh Pemerntah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan penguasa 

wilayah yang memahami dengan baik kondisi di daerah masing masing.   
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2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024. 

Tabel 29. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  
% 

CAPAIAN  
KATEGORI 

Indeks Kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan 

80,14 86,56 108,01  
 

Sangat 

Baik 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan diukur 

melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal 

Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan 

stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang 

(weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan 

bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. 

Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi 

lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan 

masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan. 

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Ra adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot 

pertanyaan (a) dalam satu komoditi. 

b  adalah bobot penduduk (BPS)          

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha 

dan Masyarakat terhadap Kinerja 

Pengawasan Obat dan Makanan di 

Lingkup BBPOM di Surabaya  
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c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, 

dan pangan olahan 

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan 

hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat 

dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. 

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik 

dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang 

menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah 

kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan 

masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, 

Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan 

Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan 

BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misalnya operasi hari raya, pengecekan 

produk kedaluwarsa; (2) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan 

masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, 

kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di Masyarakat; (3) Kemampuan 

BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan 

kesehatan, misalnya dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan 

mutu Obat dan Makanan; (4) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap 

keamanan produk yang beredar di masyarakat, misalnya dengan pemberian nomor 

izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.  

Pada akhir tahun 2024 telah diperoleh hasil  pengukuran Indeks kepuasan 

masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yaitu 86,56 terhadap target 

80,14 atau dengan capaian 108,01% dan katagori Sangat Baik. Pengukuran Indeks 

Kepuasan Masyarakat ats Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh 

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang bekerjasama dengan BPS. 

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya. 

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja 

Pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai 

berikut: 



 

 

ул 
 

Target pada tahun 2024 

lebih tinggi dari hasil review 

Renstra karena pada tahun 

2023 target tersebut telah 

tercapai.  

Dari grafik tersebut dapat 

dilihat bahwa terjadi 

peningkatan realisasi Indeks 

Kepuasan Masyarakat atas 

Kinerja Pengawasan Obat 

dan Makanan dari tahun 

2020 sampai tahun 

2023.  Meskipun terjadi penurunan di tahun 2021, namun kembali terjadi peningkatan 

di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.  

 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari 

beberapa variabel sebagai berikut: upaya pengawasan 87,47; upaya penindakan 

Gambar 30. Variabel Penilaian Indeks Kepuasan 
Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan 

Makanan 

Gambar 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks 
Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat 
dan Makanan Tahun 2020 hingga Tahun 2024 
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Gambar 32. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 
Propinsi Jawa Timur Tahun 2020 s.d 2024 

86,94; pemberian informasi 85,42 dan jaminan keamanan produk 86,41. Hasil ini 

mengalami peningkatan di semua aspek dari hasil tahun 2023 dan lebih tinggi dari 

hasil survey nasional. Survey juga melakukan pengukuran Indeks Kepuasan atas 

Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan komoditi dengan rincian 

sebagai berikut: obat 88,81; obat tradisional 84,87; suplemen Kesehatan 85,02; 

kosmetik 85,04 dan pangan olahan 87,62. Hasil ini juga di atas rata rata nasional.   

 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional. 

 

Berdasarkan grafik di 

samping, dapat disimpulkan 

bahwa realisasi Indeks 

Kepuasan Masyarakat atas 

Kinerja Pengawasan Obat 

dan Makanan tahun 2024 

yang tertinggi adalah BBPOM 

di Bandung dan yang 

terendah adalah BBPOM di 

Semarang. Semua BBPOM 

telah melampaui target nasional, hanya BBPOM di Semarang yang berada di bawah 

target nasional. Realisasi nasional adalah 83,97 dan empat BBPOM juga telah 

melampaui realisasi nasional kecuali BBPOM Semarang.  

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja 

Capaian indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 

untuk Propinsi Jawa Timur 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa pada 

tahun 2021 terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat yang sangat signifikan. 

Gambar 31. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 
dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 
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Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana 

kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan 

edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan 

berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles), penurunan 

tersebut disebabkan karena berkurangnya informasi yang disampaikan secara tatap 

muka menjadi kegiatan online pada saat pandemi. Selain itu upaya pengawasan dan 

penindakan juga dilakukan sangat terbatas pada saat pandemi covid 19, sedangkan 

jaminan keamanan dilakukan melalui berbagai upaya yang mengurangi kemungkinan 

tatap muka langsung dengan pelaku usaha.  

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan 

layanan informasi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur, 

BBPOM di Surabaya melakukan beberapa inovasi yang diharapkan dapat membantu 

masyarakat yang membutuhkannya. Inovasi layanan informasi yang sudah mulai 

dikenal masyarakat adalah Cangkruôan (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkruôan 

adalah terminology yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di 

lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan 

bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. BBPOM di Surabaya 

mengadop konsep Cangkruôan menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM di 

Surabaya dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan sekaligus 

kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang 

undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkruôan ini juga memberikan 

layanan konsultasi informasi secara langsung yang lebih personal dan sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan melalui zoom meeting dalam format AMKM ñAnda Menanyakan 

Kami Menjawabò dimana setiap pelanggan dilayani oleh seorang pemberi layanan 

informasi melalui zoom meeting secara personal.  

Selama tahun 2024, BBPOM Surabaya telah melaksanakan Cangkrukan sebanyak 18 

kali yang diikuti oleh 593 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara 

lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, UMKM kosmetika, calon 

pelaku usaha kosmetika, lintas sektor, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan 

antara lain : Standar Pelayanan Publik untuk Rekomendasi Pemohon Notifikasi dan 

Pengaduan Masyarakat & Informasi Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik 

untuk SKI/ SKE, Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF, Konsultasi 

dan Pendampingan Pendaftaran Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk 

Pengajuan Permohonan IP CPPOB, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan 
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Permohonan SPA CPKB, Pendaftraran Pangan, Label, ING, Cegah Stunting, AMR, 

dan konsultasi Anda Menanyakan Kami Menjawab (AMKM). 

Selain Cangkruôan atas usul salah satu kepala daerah telah dikembangkan inovasi 

Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) yang merupakan program pendampingan 

dan bimbingan teknis serta stikerisasi untuk para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) 

yang biasanya berlokasi di daerah daerah wisata. Program ini dilaksanakan dengan 

memberikan pengetahuan tentang keamanan pangan terutama tentang hygiene dan 

sanitasi serta penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, dilanjutkan dengan 

praktek langsung bagaimana menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan pada 

gerobak mereka (street food booth/stall). Setelah memenuhi semua persyaratan, para 

PKL akan mendapatkan stiker keamanan pangan dari BBPOM Surabaya. Pada tahun 

2024, kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Madiun yang diikuti oleh 120 PKL dan 

di Surabaya yang diikuti oleh 110 PKL. Kegiatan dilakukan melalui bimbingan teknis 

kepada PKL, sampling dan pengujian pangan terhadap bahan berbahaya, stikerisasi 

bagi yang telah lulus bimbingan teknis dan produk pangannya dinyatakan bebas 

bahan berbahaya. Kegiatan ini disambut baik oleh Pemerintah Daerah dan OPD 

terkait.  

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu 

menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat 

dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga 

masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM 

Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, 

Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya 

sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang 

saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang 

paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi 

dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat 

diakses kapan saja.  

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM 

Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang 

banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarka Tagline baru yaitu 

KATA BPOM untuk menangkal berbagai isu negative dan Hoax yang beredar di 

masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah seringkali BBPOM Surabaya 

menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah 

sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change BBPOM Surabaya yang 
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terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu 

membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, 

informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. BBPOM di Surabaya juga 

membentuk kader dan duta untuk menjadi Agent of Change BBPOM di Surabaya 

untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di lingkungan 

terdekatnya. 

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran 

indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan 

pengawasan (reliability), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan 

(assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap Obat dan Makanan beredar di 

masyarakat. Peningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan 

secara terus menerus sehingga dapat mengantisipasi semua tahap dan perilaku 

usaha di bidang Obat dan Makanan agar bertanggung jawab terhadap produk yang 

dihasilkannya. Tindakan bersama sama yang dilakukan semua pihak baik BPOM, 

Pelaku Usaha, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentinngan diharapkan dapat 

mengembalikan kepercayaan masyarakat dan iklim usaha yang sehat. Tenaga 

Kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan juga aware 

dan waspada dengan informasi up-date yang disampaikan oleh BPOM. 

 

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 

Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja 
Pengawasan Obat dan Makanan 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 

2024 

REALISASI 

ANGGARAN 

2024 

% 

REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

kinerja 

pengawasan Obat 

dan Makanan  

551.168.000 530.739.204 96,29 108,01 
100 % 

(Efisien) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 

2024. Pada tahun 2024, anggaran Penyebaran Informasi sangat terbatas, namun 

demikian, dilakukan upaya simplifikasi penyebaran informasi melalui sms blast, 

dengan biaya murah namun jangkauan informasi lebih luas, sehingga target output 
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dapat tercapai bahkan melebihi target. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan 

memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan terus ditingkatkan 

sehingga Masyarakat lebih banyak yang mendapatkan informasi terkait Obat dan 

Makanan.  

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

Tabel 31. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja 
Pengawasan Obat dan Makanan 

 

Kegiatan yang menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan makanan antara lain penyebaran informasi obat dan makanan, 

Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling, Penyebaran Informasi, Sosialisasi 

Melalui Media, koordinasi lintas sektor, serta Peningkatan Kompetensi petugas 

layanan publik. 

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM di 

Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. 

Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung telah dilakukan dengan 

tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama tahun 2024 BBPOM di Surabaya telah 

melakukan pemberian informasi sebanyak 3.499 melalui berbagai media antara lain 

secara langsung, melalui WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, 

sms blast, radio, televisi, webinar (Cangkruan) dan pameran. Selain itu BBPOM 

Surabaya juga menjadi narasumber dan memberikan berbagai materi informasi sesuai 

dengan permintaan stakeholder.  

Selama tahun 2024, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber 

sebanyak 92 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll dengan 

peserta sebanyak 7.269 orang. Topik yang disampaikan antara lain Bimbingan Teknis 

8

Indeks kepuasan 

masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan 

Makanan

Infokom BDC.001.051
Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi oleh UPT
A

Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Webinar Keamanan Obat

dan Makanan

3.600.000 0 kali/trip 0
Revisi Penggantian 

Kegiatan

B
Penyuluhan Bersama Laboratorium 

Keliling
26.580.000 8 kali/trip 8

C

Penyebaran Informasi Keamanan 

Obat dan Makanan Melalui

Pameran

58.995.000 2 kali/trip 2

D

Penyebaran Informasi dan 

Sosialisasi Keamanan Obat dan

Makanan

28.065.000 0 kali/trip 0 Revisi Kegiatan

O Pelatihan Peningkatan Kompetensi 5.360.000 1 kali/trip 1

P Koordinasi Teknis Antar Instansi 18.800.000 20 kali 20

Q Pemantauan Toksikovigilan 69.600.000 3 kali/4 bulan 3

R
Sosialisasi Pelaporan Data 

Keracunan
2.000.000 0 kali/tahun 0 Revisi Kegiatan

Sub Kegiatan Target s.d. TW IV TARGET 1 TAHUNIndikator
PJ 

Kegiatan
Kode Kegiatan KeteranganTOTAL REALISASI
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Kader Keamanan Pangan, Sosialisasi Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, 

Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM, Pemenuhan Komitmen SPP-IRT 

UMKM, Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, dalam Pengembangan Produksi 

dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi Bimtek Pengendalian 

dan Jaminan Mutu Pangan bagi Usaha Mikro, Kegiatan peningkatan kesadaran akan 

keamanan pangan bagi pedagang pasar rakyat, Kuliah Profesi Apoteker FFUA 

angkatan 119 dan 120, Sosialisasi PJAS Aman, Pelatihan Medication Safety dan 

Pelaporan Insiden Kesalahan Terkait Obat, dan Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha 

IRTP, Pelatihan Lanjutan "Advance Training" Packing dan Perijinan, dll. Beberapa 

topik kegiatan dilaksanakan lebih dari satu kali dengan peserta yang berbeda. 

Namun demikian, masyarakat masih mengeluhkan aplikasi yang sering eror dan 

timeline pelayanan yang sering tidak dipenuhi. BBPOM Surabaya harus lebih jujur 

kepada masyarakat sehingga tidak ada kerugian di pihak pelanggan. Yang diperlukan 

pelanggan adalah kepastian layanan sehingga mereka dapat melakukan perencanaan 

selanjutnya. 

4. Upaya peningkatan kinerja. 

Badan POM sebagai organisasi pelaksana layanan publik yang telah menerapkan 

Reformasi Birokrasi dan Quality Management System berupaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dengan membangun berbagai aplikasi menggunakan 

system informasi sehingga layanan dapat diberikan secara transparan, akuntabel, 

menghindarkan dari KKN, meningkatkan kecepatan, efektifitas dan efisiensi serta 

dapat dijangkau oleh seluruh pengguna layanan. Namun demikian ternyata tidak 

semua masyarakat menyukai layanan yang nir kontak ini. Ada sebagian masyarakat 

terutama yang literacy digitalnya tidak memadai lebih menyukai layanan tatap muka 

dengan membawa berbagai dokumen. Kelemahan aplikasi digital juga sangat 

tergantung pada jaringan internet serta rawan di hack oleh berbagai pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Hal ini banyak dikeluhkan oleh penerima layanan publik BPOM 

dan menurunkan kepuasan pelanggan. Sebagai alternatif solusi jika dimungkinkan 

BBPOM Surabaya membuka layanan pendampingan kepada penerima layanan 

dengan jaringan internet yang aman dan memadai. Selain itu BPOM harus 

membangun aplikasi yang andal dan robust.  

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BBPOM Surabaya, telah 

dilakukan berbagai upaya. BBPOM Surabaya baru baru ini juga melahirkan program 

inovasi baru yaitu Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) yang merupakan program 

pendampingan dan bimbingan teknis serta stikerisasi untuk para Pedagang Kreatif 

Lapangan (PKL) yang biasanya berlokasi di daerah daerah wisata. Program ini dimulai 
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di kota yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur yaitu Kota 

Batu. Pada tahun 2024 kegiatan Jatim Truly dilaksanakan di Kabupaten Madiun 

dengan jumlah PKL 120 orang dan di Kota Surabaya dengan jumlah 110 PKL. Para 

pedagang kreatif lapangan tersebut telah mendapatkan pengetahuan tentang 

keamanan pangan terutama tentang hygiene dan sanitasi serta penyalahgunaan 

bahan berbahaya pada pangan. Setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi, 

para PKL mendapatkan praktek langsung bagaimana menerapkan prinsip prinsip 

keamanan pangan pada gerobak mereka (street food booth/stall). BBPOM Surabaya 

juga melakukan pengujian pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan 

menyampaikan hasilnya langsung kepada para PKL. Setelah memenuhi semua 

persyaratan, para PKL akan mendapatkan stiker keamanan pangan dari BBPOM 

Surabaya. Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah menyatakan komitmen akan 

melanjutkan program ini di seluruh Sentra Wisata Kuliner (SWK) sejumlah 50 SWK 

yang ada di Kota Surabaya.  

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu 

menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat 

dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga 

masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM di 

Surabaya, media sosial resmi BBPOM di Surabaya lainnya, misalnya Instagram, 

Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya 

sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang 

saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang 

paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi 

dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat 

diakses kapan saja.  

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM 

Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang 

banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarkan Tagline baru 

yaitu KATA BPOM untuk menangkal berbagai isu negatif dan Hoax yang beredar di 

masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya 

menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah 

sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change BBPOM Surabaya yang 

terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu 

membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, 

informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. BBPOM di Surabaya juga 
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membentuk kader dan duta untuk menjadi Agent of Change BBPOM di Surabaya 

untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di lingkungan 

terdekatnya. 
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5. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 

2024 telah tercapai dan target periode akhir renstra telah tercapai. Untuk terus 

meningkatkan upaya branding Balai Besar POM di Surabaya, telah dikembangkan 

inovasi Jatim Truly yang merupakan upaya pembinaan dan stikerisasi pada para 

pedagang kreatif lapangan (PKL) di sekitar daerah wisata. Inovasi ini telah mendapat 

dukungan dari pemda setempat. Diharapkan hal ini dapat menaikkan kepercayaan 

masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Surabaya di Provinsi Jawa Timur. 

Setelah dilakukan program inovasi Jatim Truly di Kota Batu, pada tahap berikutnya 

dilaksanakan di Kota Pasuruan dengan target para PKL yang berdagang di alun alun 

Kota Pasuruan. Pada tahun 2024 target pembinaan PKL melalui inovasi Jatim truly 

adalah Kabupaten Madiun dan Kota Surabaya.  

Meskipun target Renstra pada tahun 2024 telah tercapai bahkan terlampaui namun 

BBPOM Surabaya tetap harus mencari dan menemukan berbagai cara untuk 

meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah 

kerja BBPOM Surabaya. Pendampingan kepada pelaku usaha utamanya UMKM tetap 

harus merupakan prioritas karena mereka menduduki proporsi terbesar pelaku usaha 

dan masih memerlukan pendampingan dari BPOM agar mereka dapat memenuhi 

semua ketentuan peraturan perundang undangan. Layanan yang mengalami 

transformasi dari manual menjadi digital bukan merupakan hal yang mudah diikuti oleh 

UMKM yang pada umumnya mempunyai kemampuan literasi digital yang kurang 

memadai. Untuk itu BBPOM Surabaya tetap diharapkan memberikan bimbingan dan 

pendampingan kepada para UMKM sebagai kekuatan nyata dan penyokong ekonomi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM  

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.  

Tabel 32. Realisasi Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 
Publik BPOM tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI  
% 

CAPAIAN 
KATEGORI 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

Layanan Publik UPT 

92,50 93,04 100,58  
Sangat 

Baik 

 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei 

kepuasan masyarakat seusai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang 

diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Target Indeks Kepuasan 

Masyarakat BBPOM di Surabaya untuk tahun 2024 adalah 92,50.  

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di 

Surabaya pada tahun 2024 untuk 9 (sembilan) jenis layanan yang dilakukan, dengan 

jumlah responden sebagai berikut: 

 

Tabel 33. Jumlah Responden Per-Jenis Layanan tahun 2024 

No Jenis Layanan  Responden  

1 Penertbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan 72 

2 Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan 15 

3 Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) 14 

4 Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang 

Baik (CPOTB) 
8 
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No Jenis Layanan  Responden  

5 Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik 

(CPKB)Pengujian Obat dan Makanan 
10 

6 Penerbitan Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika 13 

7 Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik 

(CPPOB) 
96 

8 Pengujian Obat dan Makanan 2 

9 Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan 234 

Total  464 

 

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya 

(berdasarkan hasil SKM) tahun 2024 yang diperoleh dari per unsur pelayanan adalah 

93,04 dengan rincian sebagai berikut: 

Unsur Pelayanan  Tahun 2024  

U1 Persyaratan 90,88 

U2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 91,02 

U3 Waktu Penyelesaian 92,34 

U4 Biaya/Tarif 92,49 

U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 93,07 

U6 Kompetensi Pelaksana 94,76 

U7 Perilaku Pelaksana 95,91 

U8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 93,97 

U9 Sarana dan Prasarana 92,92 

 Total  
93,04 

A (Sangat Baik)  

 

Hasil SKM diolah melalui aplikasi SAPA APIP yang dikelola bersama antara 

Inspektorat Utama dan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan hasil SKM yang 

diperoleh BBPOM di Surabaya adalah 93,04 menunjukkan realisasi telah melampaui 

target tahun 2024 dengan capaian 100,58%, kategori Sangat Baik . 

 

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya.  
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Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 

Publik BPOM dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan tren analisis 

yang dilakukan BBPOM 

Surabaya target 92,50 masih 

memungkinkan untuk 

dicapai oleh BBPOM 

Surabaya dengan 

mempertimbangkan juga 

capaian pada tahun 2023. 

Berdasarkan data grafik, dari 

tahun 2020 hingga tahun 

2024 menunjukkan target 

mengalami peningkatan, 

dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan di masing-masing tahun tersebut. 

Walaupun secara persentase capaian di tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 

sebelumnya, namun upaya petugas layanan untuk konsisten memberikan layanan 

publik yang semakin baik termasuk melengkapi sarana prasarana untuk kelompok 

rentan. Hal ini seiring sejalan dengan respon yang diberikan pelanggan melalui survey 

menunjukkan pelanggan memberikan apresiasi yang baik kepada BBPOM di 

Surabaya, meskipun masih ada juga yang belum puas dengan layanan publik BBPOM 

Surabaya dengan memberikan kritik dan masukan yang kami jadikan pedoman untuk 

semakin meningkatkan kualitas layanan publik.  

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional.  

Gambar 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks 
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 

Tahun 2020 hingga Tahun 2024 
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Berdasarkan data pada 

grafik, realisasi tertinggi 

di tingkat UPT diperoleh 

BBPOM di Yogyakarta 

dan di tempat kedua 

adalah BBPOM di 

Semarang, dan 

terendah adalah 

BBPOM di Bandung. 

Namun jika 

dibandingkan dengan 

target Badan POM, 

kelima UPT termasuk BBPOM di Surabaya melampaui target Badan POM. 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja  

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik BBPOM di Surabaya 

sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian 

pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 9 (Sembilan) 

unsur penilaian (sesuai pedoman PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017) yang diukur 

pada SKM.  

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan tercapainya 

target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya 

antara lain: 

 Melakukan reviu secara berkala Standar Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya 

yang memuat unsur-unsur pelayanan publik, yang mana dalam penyusunannya 

dilakukan melalui tahapan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan 

masukan/saran dari pengguna layanan. 

 Melengkapi Standar Pelayanan Publik terutama terkait dengan pemenuhan hak-

hak kelompok rentan. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik, 

BBPOM Surabaya harus memfasilitasi semua kepentingan dan kelompok 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan, tidak terkecuali mereka yang 

termasuk dalam katagori kelompok rentan yaitu disabilitas, wanita hamil, ibu 

menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana 

Gambar 34. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan 
realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target 

nasional 
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alam. Tujuan dari revisi Standar Pelayanan Publik ini adalah untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. 

 Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun 

rencana tindak lanjut yang dititikberatkan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai 

terendah dan masukan/saran dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti.  

 Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

memudahkan layanan publik, antara lain dengan variasi/ragam pemberian 

sosialisasi kepada pelanggan.  

 Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik 

melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayan publik. 

Kemampuan berkomunikasi dan menangani keluhan pelanggan adalah 

kompetensi penting dan utama sebagai pemberi layanan publik.  

 Kegiatan briefing ñmorning breezeò untuk petugas pelayanan publik yang 

bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas pelayanan dalam menghadapi 

kendala di lapangan dan update regulasi/kebijakan terkini yang berkaitan dengan 

layanan publik.  

 Kolaborasi eksternal untuk mengatasi tantangan SDM, yaitu dengan membentuk 

fasilitator mahasiswa magang yang dapat membantu pelanggan seperti 

membantu pelanggan ketika mengalami kendala di aplikasi layanan publik. 

 Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan 

mendapatkan semua yang dibutuhkan, terutama untuk kelompok rentan. Sesuai 

dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana 

bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas 

yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana 

tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan 

landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; 

selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang 

tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu 

tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta 

fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang 

mampu berbahasa isyarat. Hampir semua fasilitas tersebut telah berusaha 

dipenuhi oleh BBPOM Surabaya kecuali lift khusus karena di BBPOM Surabaya 

tidak tersedia lift karena Gedung layanan publik hanya 2 lantai dan ruang layanan 

publik ada di lantai 1.  

 Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus 

menerus. 
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 Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan 

mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan 

pengaduan yang lebih baik. 

 Meningkatkan kompetensi, memberikan reward dan punishment, untuk petugas 

layanan, serta penerapan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, 

larangan KKN dan larangan diskriminasi. 

 Memberikan solusi dan kompensai kepada pelanggan apabila mengalami kendala 

dalam menerima pelayanan dari BBPOM di Surabaya. 
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e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.  

Tabel 34. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 
Layanan Publik BPOM 

 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Tidak 

ada penambahan atau pengurangan anggaran dalam mencapai target indikator 

kinerja. Yang dilakukan adalah melakukan reviu efisiensi penggunaan anggaran agar 

lebih efektif seperti mengoptimalkan pendampingan kepada pelaku usaha serta 

peningkatan kompetensi petugas layanan publik.  

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja.  

 

 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan 

pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 

2024 

REALISASI 

ANGGARAN 

2024 

% 

REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATO

R 

TINGKAT 

EFISIENS

I 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

Layanan Publik 

BPOM  

71.312.000  43.115.308 60,46 100,58 
90 % 

(Efisien) 

Tabel 35. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 

 

Tabel 36. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 
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Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan 

berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya.  

Kegiatan yang menunjang di sepanjang tahun 2024 antara lain kegiatan pemeriksaan 

terhadap sarana importir/eksportir dalam rangka pemenuhan pemberian sertifikat 

SKI/SKE serta kegiatan peningkatan kompetensi untuk petugas layanan publik 

dilakukan melalui diseminasi melalui kegiatan internal substansi/morning breeze.  

Selain itu, kegiatan yang menunjang layanan publik lainnya adalah konsistensi dan 

pengembangan inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu Cangkrukan (Bincang 

dengan Kru Layanan), AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab), Gempur Jatim 

(Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas 

Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), Jatim Glowing (Jawa Timur Global 

Cosmetic World Marketing), Sketsa (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja), 

dan Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary). Selain inovasi yang membantu pelaku 

usaha, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung back office 

dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang 

bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, 

menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan fairness, 

serta akuntabilitas. 

g. Upaya peningkatan kinerja.  

Sebagian besar layanan yang dilakukan BBPOM di Surabaya merupakan bagian dari 

proses untuk mendapatkan izin edar produk, yang mana proses separuhnya lagi ada 

di pusat. Prosedur, persyaratan, dan kelengkapan lainnya untuk setiap jenis layanan 

juga berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan dari pusat. Selain itu, layanan 

BBPOM di Surabaya mayoritas menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh 

pusat. 

Untuk itu, BBPOM di Surabaya agar beradaptasi dengan regulasi terkini dengan 

konsisten dan berkesinambungan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, 

melakukan telaah apabila memungkinkan untuk dilakukannya penyederhanaan 

prosedur pelayanan dengan mempertimbangkan analisis resiko dan masukan dari 

masyarakat/pelaku usaha, menambah personil yang berperan sebagai perpanjangan 

tangan pusat di daerah (fasilitator) untuk mengatasi kendala pemenuhan persyaratan 

dan penggunaan aplikasi, serta menambah kapasitas pendampingan kepada pelaku 

usaha. Kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan juga dijalin 

misalnya layanan jemput bola pendampingan kepada UMKM dalam rangka penerbitan 

nomor izin edar. Layanan dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu di masing masing Kabupaten/Kota sehingga pendampingan oleh BBPOM 

Surabaya lebih efektif.   

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 

sampai tahun 2024 telah tercapai. BBPOM di Surabaya harus terus berupaya lebih 

keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa 

dilakukan dengan lebih baik. Pemberian layanan konsultasi, pendampingan hingga 

layanan jemput bola, serta sosialisasi tentang layanan/persyaratan, dll agar 

dikembangkan lebih mudah, lebih insentif dan dapat dilakukan melalui media sosial 

dan media lainnya. Dari hasil survei juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku 

pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan tindak lanjut 

pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat 

puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media 

dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran 

dan masukan dengan lebih bebas. Website ini juga menjadi sarana untuk 

menyampaikan berbagai informasi baru tentang pendaftaran produk dan layanan 

publik lainnya.  
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Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan 
sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Surabaya 
dengan Nilai NSS 101,21% dengan kategori Sangat Baik . 

Pencapaian tersebut didukung oleh 8 indikator sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4  

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 
diilaksanakan  

b. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024. 

Tabel 37. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana 
Produksi Dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024 

 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 
dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4 

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu: 
A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = 

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 
ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah keputusan hasil inspeksi yang 
diterbitkan oleh UPT x 100% 

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang 
ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang 
ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah keputusan hasil inspeksi yang 
diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT x 100% 

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 
ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil Inspeksi sarana 
produksi dan distribusi 
yang dilaksanakan 

97,30 98,25 100,97 

 

Sangat 
Baik 

SASARAN STRATEGIS 4  

 

SASARAN STRATEGIS 4  Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan 
Sarana Obat dan Makanan serta 
Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar 
POM di Surabaya  

 

 

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan 
Sarana Obat dan Makanan serta 
Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar 
POM di Surabaya  
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Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 
ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain Jumlah keputusan hasil 
inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100% 

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang 
ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 

Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang 
ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah rekomendasi yang diterima dari 
lintas sektor terkait x 100% 

 
Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah 

keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan 

penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa 

pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan 

Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan 

sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil 

pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan 

kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 

1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan 

oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi 

yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) 

Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan 

oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang 

dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor 

(pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain 

yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). 

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti 

keputusan/rekomendasi sebanyak 710 keputusan/rekomendasi dari 721 keputusan/ 

rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi 

sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah mencapai target  yang 

ditetapkan dengan capaian 100,97% dan mendapat kategori Sangat Baik . 

c. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya. 

Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil 

Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi yang Dilaksanakan dari tahun 2020 sampai 

tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

Gambar xx  
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Terdapat perbedaan target 

tahun 2024 dengan Target 

Reviu Renstra dikarenakan 

realisasi 2023 telah melampaui 

target RKT 2024 sehingga 

target perlu disesuaikan 

dengan realisasi 2023. 

Berdasarkan grafik disamping, 

pada tahun 2021 terdapat 

peningkatan realisasi dan 

capaian persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil inspeksi 

sarana produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan dari tahun 

2020. Tahun 2022 terdapat 

penurunan realisasi dan 

capaian dari tahun 2021 

dikarenakan target meningkat ditahun 2022. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan 

realisasi dan penurunan capaian dari tahun 2023, namun target tetap tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional. 

 

Berdasarkan grafik di 

samping, dapat disimpulkan 

bahwa realisasi persentase 

keputusan/ rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan tahun 2024 

pada BBPOM di Semarang 

100,00 dan BBPOM di 

Bandung sama, yaitu 99,56 

dari ketiganya yang 

terendah adalah BBPOM di 

Surabaya dengan realisasi 

98,25. Namun demikian ketiga balai yang diperbandingkan telah mencapai target 

nasional. 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja 

Indikator Persentase Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan dihitung berdasarkan persentase: 

Gambar 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian 
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi 
Sarana Produksi Dan Distribusi yang Dilaksanakan 
Tahun 2020 hingga Tahun 2024 

Gambar 36. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 
dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 
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1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 

2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 

3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain 

4. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 

Pada tahun 2024, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan 

oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 98,94%, 

karena terdapat 7 (tujuh) surat tindak lanjut yang belum diselesaikan oleh petugas dan 

sudah diberikan teguran secara lisan kepada petugas yang belum menyelesaikan 

surat tindak lanjut yang menjadi tanggung jawabnya. Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 90,24 %, karena 

terdapat 4 (empat) surat dari Pusat yang masuk diakhir Desember 2024 dan akan 

ditindaklanjuti di tahun 2024. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan 

terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dan Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat, masing-masing memperoleh hasil 100,0 % 

karena semua surat rekomendasi sudah ditindaklanjuti.  

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 

Tabel 38. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi 
Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi 

INDIKATOR KINERJA TARGET 
ANGGARAN 
2024 

REALISASI 
ANGGARAN 
2024 

% 
REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi sarana 
produksi dan distribusi 
yang dilaksanakan  

52.100.000 51.280.000 98,43 100,97 
100 % 
(Efisien) 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Tidak 

ada penambahan atau pengurangan anggaran dalam mencapai target indikator 

kinerja. Yang dilakukan adalah melakukan reviu efisiensi penggunaan anggaran agar 

lebih efektif seperti mengoptimalkan pendampingan kepada pelaku usaha serta 

peningkatan kompetensi petugas layanan publik.  



 

 

мло 
 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2024 

adalah: 

�x Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil 

pemeriksaan terhadap 685 sarana, penelusuran kasus terhadap 23 sarana dan 

dalam rangka pengaduan konsumen sebanyak 13 kasus, yang dilaporkan ke Balai 

Besar POM di Surabaya. 

�x Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk 

yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) 

g. Upaya peningkatan kinerja. 

Upaya untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 adalah 

�x Tetap melakukan menitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap 

tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan 

�x Tetap memberikan teguran secara lisan atau tertulis pada petugas yang lalai. 

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja 

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, telah dilakukan 

percepatan capaian kinerja dengan memberikan teguran kepada petugas yang belum 

menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh 

ketua tim secara rutin setiap bulan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan 

Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar 

POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat. 

10

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan

Inspeksi QIC.001.055

Pengawasan sarana 

produksi obat, obat 

tradisional, kosmetika, 

NAPZA, prekursor, 

makanan dan bahan 

berbahaya

D
Tindak Lanjut Pengawasan 

Pengaduan Masyarakat
11.220.000 6 kali/trip 6

Inspeksi QIC.004.053

Pengawasan sarana 

distribusi obat tradisional, 

kosmetika, NAPZA, 

prekursor, makanan dan 

bahan berbahaya

E
Tindak Lanjut Pengawasan 

Pengaduan Masyarakat
32.620.000 16 kali/trip 16

Sub Kegiatan Target s.d. TW IV TARGET 1 TAHUNIndikator
PJ 

Kegiatan
Kode Kegiatan KeteranganTOTAL REALISASI

Tabel 39. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan 
Distribusi 

 

Tabel 40. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan 
Distribusi 
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2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku 
Kepentingan  

 
a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.  

Tabel 41. Realisasi Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang 
Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan tahun 2024 

 

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku 

kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

stakeholder = (A+B)/2 

A= Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi 

yang diberikan kepada pelaku usaha x 100% 

B= Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi 

yang diberikan kepada lintas sektor x 100% 

 

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh 

BBPOM di Surabaya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan 

tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi 

hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang 

Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan 

yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil 

pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang 

melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan 

sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, 

Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait 

pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  
% 

CAPAIAN  
KATEGORI 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan  

89,42 94,43 105,60  
Sangat 

Baik  
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berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan 

Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan 

sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil 

pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan 

kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder 

terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. 

Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan 

pedoman tindak lanjut pengawasan. 

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil 

pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait 

sebanyak 575 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 511 sarana/ 

pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian 

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di 

wilayah kerja BBPOM di Surabaya mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 

105,60 % dengan kkategori Sangat Baik . 

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya.  

Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil 

Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dari tahun 2020 sampai 

tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

Target tahun 2024 yang 

berbeda dengan target reviu 

renstra dikarenakan target di 

tahun n tidak boleh lebih 

rendah dari realisasi n-1, 

sehingga dilakukan 

penyesuaian pada target 

2024. Pada tahun 2021, 

terdapat peningkatan 

realisasi dan capaian. 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang ditindak 

lanjuti oleh pemangku 

kepentingan dari tahun 

2020. Pada tahun 2022 juga 

terdapat peningkatan 

realisasi namun terdapat penurunan capaian dibandingkan tahun 2021 dikarenakan 

kenaikan target di tahun 2022 dan terdapat peningkatan lagi pada realisasi dan 

capaian di tahun 2023 di tahun 2024 terjadi penurunan capaian akan tetapi realisasi 

tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena 

Gambar 37. Perbandingan Realisasi dan Capaian 
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi 
yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan 
Tahun 2020 hingga Tahun 2024 
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komitmen bersama dan pelaksanaan sistem yang terintegrasi sehingga hampir semua 

tindak lanjut telah dilaksanakan. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional.  

Berdasarkan grafik di samping, 

dapat disimpulkan bahwa 

realisasi persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil inspeksi yang 

ditindak lanjuti oleh pemangku 

kepentingan tahun 2024 yang 

terendah adalah BBPOM di 

Semarang. Kelima balai yang 

diperbandingkan telah mencapai 

target nasional. 

 

d. Analisis penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/ penurunan 

kinerja  

Pada tahun 2024, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi 

yang  ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 94,43% 

karena tetap selalu dilakukan sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada 

pelaku usaha terkait CAPA yang harus dibuat, menanyakan  melalui telepon maupun 

whatsApp ke sarana/pelaku usaha terkait feedback (CAPA) dari hasil pemeriksaan 

yang dilakukan petugas BBPOM Surabaya serta telah dilaksanakan Desk CAPA 

Pedagang Besar Farmasi dengan Pusat.  Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 100,0% 

karena telah dilaksanakannya Bimtek Pengawasan Post Market IRTP dan Desk 

Penilaian Mandiri oleh pusat untuk kab/kota di wilayah Jawa Timur dimana salah satu 

komponen penilaiannya Surat Tindak Lanjut dari Balai Besar POM dan feedbacknya 

sehingga Dinas Kesehatan memberikan feedback terhadap semua surat tindak lanjut 

yang telah dikirimkan oleh Balai Besar POM di Surabaya . Dari hasil tersebut diatas, 

capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan (pelaku usaha dan lintas sector) masih tetap memenuhi dari target yang 

ditetapkan. 

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.  

Gambar 38. Perbandingan realisasi kinerja tahun 
2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 
sejenis/setara, dengan target nasional 
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Tabel 42. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi 
Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

ANGGARAN 

2024 

REALISASI 

ANGGARA

N 2024 

% 

REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATO

R 

TINGKAT 

EFISIENS

I 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

520.494.000 489.776.835 94,10 105,60 
100 % 

(Efisien) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. 

Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian 

indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh 

pemangku kepentingan.  

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja.  

 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku 

kepentingan adalah: 

 Koordinasi bersama lintas sektor meliputi bupati/walikota, dinas kesehatan, 

DPMPTSP, dinas perindustrian dan perdagangan, dan lain-lain. 

Tabel 43. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti 
oleh Pemangku Kepentingan 

 

Tabel 44. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti 
oleh Pemangku Kepentingan 
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 Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas 

Balai Besar POM di Surabaya serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi 

dengan pelaku usaha melalui telepon, whatsApp setelah pemeriksaan agar 

memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana namun hasil yang 

diharapkan belum maksimal.  

Penggunaan aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi 

hasil pemeriksaan dan feedback lintas sektor (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas 

temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya. 

g. Upaya peningkatan kinerja.  

Upaya yang harus tetap dilakukan untuk pencapaian target 2024 antara lain: 

 Mengadakan pertemuan secara rutin dengan lintas sektor baik secara daring 

maupun luring agar pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif 

 Melakukan kegiatan Desk CAPA secara rutin untuk meningkatkan feedback 

dari pelaku usaha. 

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2025, maka untuk percepatan 

pencapaian target indikator dilaksanakan kegiatan desk CAPA Pedagang Besar 

Farmasi dengan Pusat karena untuk percepatan sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang 

Baik (CDOB). Hingga kemudian meningkat menjadi 89,32% di akhir tahun 2024. 

Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan 

Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ feedback dari surat tindak lanjut hasil 

pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya. 
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3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu  

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.  

Tabel 45. Realisasi Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang 
Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2024 

INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI  
% 

CAPAIAN  
KATEGORI 

Persentase keputusan 

penilaian sertifikasi 

yang diselesaikan tepat 

waktu  

96,00 93,63 97,53  Cukup 

 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh 
dengan rumus sebagai berikut: 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : 
�G�A�L�Q�P�Q�O�=�J���L�A�J�E�H�=�E�=�J���O�A�N�P�E�B�E�G�=�O�E�� �U�=�J�C���@�E�O�A�H�A�O�=�E�G�=�J���P�A�L�=�P���S�=�G�P�Q�� 

 �,�Q�I�H�=�D���L�A�N�I�K�D�K�J�=�J���L�A�J�E�H�=�E�=�J���O�A�N�P�E�B�E�G�=�O�E
��
H�s�r�r�¨ 

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam 

rangka pendaftaran produk OT; 

2. Hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 

3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk 

kosmetik; 

4. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang 

Baik (IP CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat 

Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang 

tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan 

Sedang; 

5. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang 

diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan 

yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan 

Sedang; 

6. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara 

Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan 

yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi 

ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak 

memenuhi ketentuan); 
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7. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem 

manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran 

untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; 

serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 

8. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 

9. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka 

pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; 

10. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir 

kosmetik; 

11. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan 

Olahan; dan 

12. Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari 

POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.) 

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 

tahun 2024 diperoleh dari 21.751 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu terhadap 

jumlah permohonan yang masuk sebanyak 23.232 sehingga capaian tahun 2024 

yaitu 97,53% diperoleh dari realisasi 93,63% dibandingkan target setahun 96,00%,  

yang masuk dalam kategori Cukup . 

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya.  

Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

dari tahun 2020 sampai tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

Sejak tahun 2020 hingga 

2023 terdapat peningkatan 

target persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu, 

sedangkan realisasi capaian 

kinerja menurun dari tahun ke 

tahun sehingga persentase 

capaian kinerja tidak sesuai 

target yang ditetapkan pada 

tahun 2022 - 2023. Berdasarkan tren capaian kinerja tersebut, Balai Besar POM di 

Gambar 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian 
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang 
Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 hingga Tahun 
2024 

 



 

 

ммм 
 

Surabaya mengajukan usulan perubahan target Persentase Keputusan Penilaian 

Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 dari 99,5 menjadi 96, telah 

direviu dan disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. 

Namun demikian, capaian tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan tahun - tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah permohonan sertifikasi yang 

harus diselesaikan dari tahun ke tahun. Permohonan sertifikasi tahun 2024 meningkat 

19,66% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 19.415 permohonan di tahun 2023 menjadi 

23.232 di tahun 2024. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional.  

 Pada tahun 2024, target 

nasional untuk indikator 

persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 

adalah 97%. Dari 5 (lima) 

Balai yang sejenis / setara 

dengan Balai Besar POM 

di Surabaya, persentase 

capaian yang tertinggi 

adalah Balai Besar POM 

di Yogyakarta, disusul 

oleh Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM 

di Jakarta, lalu Balai Besar POM di Surabaya. Dari 5 UPT tersebut, hanya Balai Besar 

POM di Surabaya yang belum memenuhi target nasional. Persentase capaian tersebut 

sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis permohonan sertifikasi yang harus 

diselesaikan serta ketersediaan personil yang mengevaluasi permohonan tersebut. 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja  

Tindak lanjut pemeriksaan sarana dalam rangka Izin Penerapan Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat 

Tradisional yang Baik secara Bertahap, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan 

Kosmetik yang Baik, dan Sertifikasi CDOB pada tahun 2024 seluruhnya diselesaikan 

tepat waktu. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pemahaman petugas terkait 

Gambar 40. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 
dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 
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timeline penerbitan surat tindak lanjut melalui kegiatan diseminasi SOP Mikro terkait 

pemeriksaan sarana. 

 

Pelaksanaan audit sarana dilakukan terhadap industri pangan skala menengah dan 

besar dalam rangka penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang 

Baik (IP CPPOB). Sedangkan untuk pelaku usaha pangan skala mikro dan kecil, IP 

CPPOB diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi dokumen persyaratan penerapan 

CPPOB yang diunggah melalui sistem e-sertifikasi. Pelaksanaan audit sarana bagi 

usaha mikro kecil dalam rangka verifikasi penerapan CPPOB dilakukan setelah 

sertifikat diterbitkan, yaitu paling lambat 12 bulan setelah Izin Penerapan IP CPPOB 

terbit. 

 

Salah satu penyumbang terbesar tidak tercapainya persentase capaian penyelesaian 

tepat waktu tahun 2024 adalah penerbitan Izin Penerapan CPPOB usaha mikro kecil 

yang diajukan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id yaitu sebesar 84,57%. Hal ini 

disebabkan tingginya jumlah permohonan yang masuk, yaitu 895 permohonan dan 

jumlah evaluator yang sangat terbatas. Beban kerja yang tinggi menyebabkan petugas 

harus melakukan memprioritaskan kegiatan sertifikasi dengan timeline lebih pendek 

dan melakukan evaluasi di luar jam kerja. 

 

Penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini 

dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian 

pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat meskipun terjadi 

peningkatan jumlah sampel dari tahun sebelumnya. 

 

Persentase capaian dengan kriteria cukup terutama disebabkan oleh pemenuhan 

penyelesaian SKI/SKE yang melebihi timeline, mengingat jumlah permohonan 

penerbitan SKI/SKE merupakan komponen terbesar dalam keputusan penilaian 

sertifikasi. Kendala dalam pemenuhan timeline tersebut, antara lain: 

 Importir / eksportir mengunggah dokumen yang tidak lengkap dan tidak benar 

sehingga dari hasil evaluasi petugas, permohonan dinyatakan tidak lengkap dan 

membutuhkan tambahan data sehingga menyebabkan waktu penyelesaian dapat 

melebihi timeline yang ditetapkan. 

 Importir / eksportir yang tidak memahami permintaan pemenuhan data oleh 

petugas tidak segera berkonsultasi dengan petugas, namun mengunggah 

dokumen yang masih tidak sesuai sehingga terjadi penolakan lagi oleh petugas. 
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 Terdapat unggahan dokumen dari importir / eksportir yang membutuhkan 

klarifikasi secara langsung (tatap muka) dengan petugas sehingga waktu 

penyelesaian lebih lama dan berdampak pada survei kepuasan pelanggan. 

 Terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim 

oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi. 

 Terdapat evaluasi yang membutuhkan konsultasi dengan pusat sehingga 

membutuhkan waktu keputusan lebih lama. 

 Sistem e-bpom tidak dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan 

SKI/SKE yang telah mengalami permintaan tambahan data dari hasil evaluasi 

sebelumnya. Hal ini penting bagi evaluator untuk dapat membedakan pengajuan 

yang harus dilakukan diprioritaskan untuk dievaluasi kembali setelah dilakukan 

perbaikan oleh pemohon. 

 Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada 

konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12.00 WIB akan dikerjakan 

pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa 

evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan 

masyarakat. 

 Terdapat petugas sertifikasi baru yang belum memiliki kompetensi cukup untuk 

melakukan evaluasi SKI/SKE sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam 

melakukan evaluasi. 

 Terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu 

bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE, misalnya melaksanakan audit sarana, 

melakukan konsultasi denah, melakukan evaluasi izin penerapan Cara Produksi 

Pangan Olahan Yang Baik. 

 Terkait timeline yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya 

berusaha untuk dapat memenuhi dengan melakukan prioritas evaluasi 

berdasarkan urutan waktu pengajuan dengan mengutamakan evaluasi terhadap 

SKI tambahan data daripada pengajuan SKI baru. 

 Untuk SKE, BBPOM di Surabaya sudah menetapkan timeline 1 hari sesuai dengan 

inovasi SKETSA. Adanya SKE yang tidak sesuai timeline disebabkan oleh kondisi 

tertentu yang harus dikonsultasikan lebih dulu ke Badan POM atau adanya 

gangguan sistem pada e-bpom dan/atau gangguan sistem Tanda Tangan 

Elektronik (TTE). 

 Sejak tahun 2022, pelayanan publik terutama terkait permohonan sertifikasi Izin 

Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Surat Pemenuhan Aspek 

Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Sertifikat Cara Produksi Obat 
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Tradisional Yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) menggunakan sistem 

online dimana waktu penyelesaian evaluasi dokumen yang telah diunggah juga 

harus sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga dengan keterbatasan 

petugas harus mampu membagi waktu melakukan evaluasi dokumen sertifikasi 

dan evaluasi permohonan SKI/SKE. 

 

Terkait kendala-kendala tersebut, petugas Sertifikasi melakukan mitigasi, yaitu: 

 Secara intens melakukan komunikasi dengan tim Pusdatin dan masing-masing 

kedeputian di pusat agar dapat segera memberikan informasi serta tindak lanjut 

secara cepat dan tepat kepada penerima layanan. 

 Memberikan respon cepat melalui WA layanan Sertifikasi dan email Sertifikasi 

apabila pemohon membutuhkan keterangan lebih detail. 

 Pemberian layanan berdasarkan jadwal yang telah disepakati dengan penerima 

layanan, seperti konsultasi denah, konsultasi terkait CAPA, serta kegiatan 

sertifikasi lainnya dilakukan setelah jam evaluasi penerbitan SKI/SKE berakhir. 

Namun untuk jadwal evaluasi penerbitan SKI/SKE yang dilaksanakan bersamaan 

dengan pemeriksaan sarana, petugas tetap tidak dapat melakukan evaluasi 

secara maksimal. 

 Mengupayakan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana dan kegiatan lainnya tidak 

bersamaan dengan evaluasi penerbitan SKI/SKE. 

 Melakukan peningkatan kompetensi melalui bimtek yang melibatkan narasumber 

dari masing-masing kedeputian maupun sharing session terkait best practice 

kegiatan sertifikasi 

 

Sesuai Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2022 tentang Pengawasan 

Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan 

Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan 

Makanan ke dalam Wilayah Indonesia serta Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang 

Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, petugas 

juga melakukan evaluasi terhadap realisasi impor post border untuk mendata importir 

yang tidak memiliki SKI melebihi batas waktu yang ditetapkan sesuai. Komoditi yang 

termasuk post border adalah bahan baku kosmetik serta bahan dan produk pangan. 

Kendala terbesar dalam melakukan evaluasi realisasi impor tersebut adalah jumlah 

data impor dengan notifikasi merah (belum memiliki SKI) cukup banyak, yaitu 500-100 

data per bulan sedangkan evaluasi masih dilakukan secara manual. Di sisi lain, 
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keterbatasan personil menyebabkan tidak tersedianya petugas khusus untuk 

melakukan evaluasi tersebut. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, surat 

peringatan diberikan terhadap importir yang terbukti melanggar ketentuan impor post 

border. Petugas meminta klarifikasi kepada importir terkait hasil evaluasi realisasi 

impor, salah satunya melalui kegiatan desk realisasi impor yang dilaksanakan pada 

21 Oktober 2024. Apabila pelanggaran dilakukan berulang, maka sanksi lebih berat 

dapat diberikan, antara lain penutupan sementara akses impor di sistem e-bpom atau 

INSW. 

 

Dalam rangka pengawasan pemasukan barang kiriman dan barang tentengan 

komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan untuk 

kepentingan sendiri/pribadi, petugas Sertifikasi Balai Besar POM juga melakukan 

evaluasi terhadap permohonan penerbitan rekomendasi pemasukan barang yang 

diajukan oleh pemohon perorangan. Koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda dan Tanjung Perak terus dilakukan agar 

pengawasan pemasukan barang dapat terlaksana dengan efektif dan sesuai 

ketentuan. Penerbitan rekomendasi mengacu pada Peraturan Badan POM nomor 27 

tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah 

Indonesia yang sejak Desember 2023 berlaku Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang 

Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Namun 

demikian, justifikasi khusus dapat diberikan pada kondisi tertentu seperti pemasukan 

obat-obatan life saving atau tidak tersedia stok di dalam negeri. 

 

Diterapkan sejak akhir Februari 2023, pada tahun 2024 terdapat 120 permohonan 

rekomendasi pemasukan barang kiriman dan barang tentengan komoditi obat, obat 

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Terhadap permohonan 

tersebut, dapat diberikan tindak lanjut berupa penegahan penuh apabila pemasukan 

barang tidak sesuai dengan peraturan atau berisiko terjadi 

penyalahgunaan/penggunaan yang salah. Sosialisasi terkait pemasukan barang 

kiriman dan barang tentengan untuk keperluan sendiri/pribadi kepada masyarakat 

perlu dilakukan sehingga dapat meminimalkan penegahan dan mengurangi kerugian 

dari pemohon yang terlanjur melakukan pembelian barang tersebut dari luar negeri. 

 

Forum Komunikasi SKI/SKE merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Balai Besar 

POM di Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan 
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persepsi dengan pelaku usaha terkait kegiatan ekspor/impor. Tahun 2024, kegiatan ini 

dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 Oktober 2024 yang diikuti sekitar 100 

eksportir/importir. Penyampaian materi terkait kegiatan ekspor impor disampaikan oleh 

narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda 

dan Tanjung Perak dan tim sertifikasi Balai Besar POM di Surabaya. Dengan adanya 

kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha ekspor/impor lebih memahami persyaratan 

yang harus dipenuhi sehingga mengurangi permintaan tambahan data yang dapat 

memperpanjang timeline penerbitan SKI/SKE 

 

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.  

Tabel 46. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan Penilaian 
Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

Tidak Efisien  karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran. 

Untuk pencapaian target IKU, telah dilakukan revisi anggaran yaitu penyesuaian 

kebutuhan perjalanan dinas untuk dalam rangka sertifikasi dan registrasi Obat dan 

Makanan serta peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan teknis. 

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja.  

 

 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 

2024 

REALISASI 

ANGGARAN 

2024 

% 

REALISASI 

ANGGARA

N 

CAPAIAN 

INDIKATO

R 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Persentase 

keputusan penilaian 

sertifikasi yang 

diselesaikan tepat 

waktu 

606.643.000  605.767.082 99,86 97,53 

75 % 

(Tidak 

Efisien) 

Tabel 47. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan 
Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu 
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Pencapaian target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi 

Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi. Keputusan sertifikasi CDOB, CPOTB, CPKB, 

dan CPPOB masih memenuhi timeline meskipun hasil keputusan tersebut tidak 

seluruhnya memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, Balai Besar POM di 

Surabaya melakukan upaya antara lain dengan memberikan sosialisasi, bimbingan 

teknis, serta layanan konsultasi sebelum dan/atau pada saat pelaku usaha 

mengajukan permohonan. Selain itu, pelaksanaan Desk CAPA berupa kegiatan 

konsultasi antara petugas dengan pelaku usaha terkait hasil tindakan perbaikan dan 

pencegahan terhadap temuan ketidaksesuaian saat pemeriksaan sarana, diharapkan 

menjadi langkah percepatan dalam rangka pemenuhan ketentuan Cara 

Produksi/Distribusi yang Baik. 

Realisasi pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi yang melebihi target 

disebabkan tingginya jumlah permohonan pemeriksaan sarana dalam rangka 

registrasi/sertifikasi serta kegiatan sertifikasi lainnya, seperti verifikasi sarana yang 

harus dilakukan terhadap UMK pangan olahan yang telah memperoleh sertifikat Izin 

Penerapan CPPOB. 

Selain kegiatan tersebut, petugas Sertifikasi juga aktif mengikuti kegiatan 

Pelatihan/Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi terkait ekspor/impor yang diadakan 

oleh internal Badan POM maupun lintas sektor. Hal ini untuk meningkatkan 

pengetahuan petugas dan persamaan persepsi antar petugas. 

f. Upaya peningkatan kinerja.  

Pada tahun 2024, Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang 

Diselesaikan Tepat Waktu masuk dalam kategori Akan Tercapai. Untuk meningkatkan 

capaian di tahun 2025, upaya yang dapat dilakukan adalah:  

1. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan 

komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga 

pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi. 

2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, obat tradisional, kosmetik, 

dan sarana distribusi obat harus dilakukan secara seksama termasuk pemantauan 

perbaikan temuan dari pelaku usaha sehingga diperlukan peningkatan kompetensi 

petugas terkait materi inspeksi dan sertifikasi termasuk peningkatan kompetensi 

lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus. Terbatasnya jumlah 

personil yang dapat mengikuti peningkatan kompetensi menyebabkan petugas 
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sertifikasi seringkali tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. 

3. Melakukan peningkatan kompetensi teknis secara mandiri melalui 

Pelatihan/Bimtek. 

4. Melaksanakan desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan 

persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, cara 

produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi obat, kosmetik, dan pangan 

yang baik. 

5. Evaluasi SKI/SKE dengan service level arrangement (SLA) maksimal 6 jam untuk 

SKI dan 8 jam untuk SKE, membutuhkan fokus dan ketelitian tinggi dari petugas. 

Sedangkan dengan keterbatasan jumlah petugas sertifikasi, sangat sulit untuk 

mencapai kondisi ideal dimana petugas hanya melakukan evaluasi SKI/SKE tanpa 

mengerjakan tugas yang lain. 

6. Meningkatkan komunikasi internal petugas Sertifikasi maupun dengan petugas 

pusat agar permasalahan SKI/SKE dapat segera terselesaikan. 

7. Melaksanakan forum komunikasi dengan importir/eksportir dan lintas sektor terkait 

agar importir/eksportir memahami peraturan yang berlaku dan memperkecil 

kemungkinan kekurangan atau kesalahan dokumen yang diunggah sehingga 

mempercepat penyelesaian evaluasi SKI/SKE. 

8. Meningkatkan respon petugas dalam menjawab pertanyaan pelaku usaha seputar 

sertifikasi. 

9. Meningkatkan koordinasi internal agar tidak ada tindak lanjut yang melebihi 

timeline. 

10. Mengutamakan penyelesaian evaluasi SKI/SKE sebelum menyelesaikan tugas 

yang lain, sebagai contoh apabila terdapat pelaku usaha yang membutuhkan 

konsultasi tatap muka maupun secara daring, dilakukan setelah evaluasi SKI/SKE 

selesai. 

 

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja 2024, diketahui bahwa target IKU tidak tercapai. 

Penyumbang terbesar dari rendahnya capaian kinerja dibandingkan dengan target 

adalah penerbitan SKI/SKE yang tidak memenuhi timeline. Telah dilakukan upaya 

perbaikan secara berkesinambungan selama tahun berjalan namun capaian kinerja 

tahun 2024 masih belum mencapai target sehingga akan diusulkan penurunan target 

IKU tahun 2025. 
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4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan  

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.  

Tabel 48. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan Tahun 2024 

 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah 
kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :  
Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : Jumlah 

sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100% 
Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi 

Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), 

Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat 

Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen 

Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga 

Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM 

NO. 9 tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan 

Obat, narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif; Keputusan Kepala BPOM No. 

HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan 

Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang 

Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen 

Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. 

HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan 

Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro. 

Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 443 sarana produksi di 

wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 316 sarana 

memenuhi ketentuan dan sebanyak 123 sarana masih belum memenuhi ketentuan 

dan 4 sarana tutup sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat 

dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk tahun 2024 adalah sebesar 71,98%. 

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2024 adalah 

102,83% dan sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria Sangat Baik  
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b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun -  

sebelumnya.  
 

 
Dari garfik disamping dapat dilihat 

bahwa Terdapat kenaikan realisasi 

tiap tahun dari tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2024 begitupun 

dengan target yg ditetapkan, 

adapun Target IKU yg ditetapkan 

pada tahun 2024 adalah sebesar 

70 % dengan realisasi terhadap 

indikator Persentase sarana 

produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan Tahun 2024 

adalah sebesar 71, 98 % dengan 

capaian sebesar 102,83 %. 

 
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional  
 

 
Berdasarkan tabel samping bahwa 

Realisasi Persentase sarana 

produksi obat dan makanan yang 

memenuhi syarat tahun 2024 telah 

tercapai target Tahun 2024 dengan 

kategori Melampaui.  

 

 
 
 
 
 
 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja  
 

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 

pada tahun 2024 adalah 71,98 % telah mencapai target yang ditetapkan dengan 

kriteria ñMelampauiò. Pada tahun 2024, pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan 

analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan 

Gambar 41. Perbandingan realisasi dan capaian 
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 
2024. 

 

Gambar 42. Perbandingan realisasi kinerja tahun 
2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 
sejenis/setara, dengan target nasional 
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rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa, pada tahun 2024 dilakukan 

pemeriksaan sarana UMKM pangan olahan yang mendapatkan izin edar melalui OSS 

RBA yang ternyata banyak sarana UMKM tersebut tidak menerapkan CPPOB dengan 

konsisten. Kemudahan izin berusaha melalaui OSS RBA dimana BBPOM di Surabaya 

memberikan contoh dokumen Standar Operasional Presedur (SOP)  untuk diadaptasi 

oleh UMKM pada saat pengajuan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) ternyata tidak 

diiringi dengan implementasi yang konsisten paska izin diterbitkan.  Hal ini sempat 

menurunkan capaian indikator kinerja pada triwulan I.  

Kegiatan kompetensi bagi petugas inspeksi selama tahun 2024 yaitu Bimtek CPOB 

Topik Khusus, Better Process Control School (BPCS), Bimtek Pangan Fortifikasi bagi 

pada bulan Februari. OJT AMDK bagi Inspektur Pangan dan Pelatihan CPOTB Junior 

pada bulan Maret. Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior pada bulan Mei.  Workshop 

Produk Biologi, Pelatihan PKP  dan Pelatihan Inspektur CDOB Senior pada bulan Juli. 

Pelatihan Inspektur OBASK Junior pada bulan Agustus. Bimtek Kosmetik, Pelatihan 

API Asessesment dan Pelatihan Farmakovigilans pada bulan September. PMDA GMP 

Training pada bulan Oktober dan Workshop ATMP pada bulan November.  

Pada tahun 2024 jumlah sarana produksi yang diperiksa sebanyak 443 sarana, 

dengan hasil 316 sarana Memenuhi Ketentuan (MK), 123 sarana Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK) dan 4 sarana tutup. Sarana yang diperiksa terdiri atas 24 sarana 

Industri Farmasi Obat Jadi (41,67% TMK), 2 sarana Industri Bahan Baku Obat (0% 

TMK), 1 sarana Unit Pelayanan Darah (0% TMK), 7 sarana Industri Obat Tradisional 

(12,5% TMK), 1 sarana Industri Ekstrak Bahan Alam (0% TMK), 25 Usaha Kecil Obat 

Tradisional (32% TMK), 9 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (33,33% TMK), 9 

sarana Industri Farmasi yang memproduksi Suplemen Kesehatan (22,22% TMK), 3 

sarana produksi pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dengan hasil 1 

sarana tutup dan 1 sarana TMK, 52 sarana Industri Kosmetik (28,85% TMK), 293 

sarana Produksi Pangan MD (27,24% TMK dan 3 sarana tutup), 16 sarana Industri 

Rumah Tangga Pangan (25,00% TMK).  

Pada tahun 2024, sarana produksi pangan MD menjadi penyumbang terbesar TMK. 

Selain itu Industri Farmasi dari 24 sarana yang diperiksa 10 diantaranya TMK. Selama 

tahun 2024 dilakukan pemeriksaan Industri Farmasi mandiri sebanyak 8 sarana 

dengan hasil 50% TMK, 2 sarana untuk verifikasi perbaikan temuan kritis dan 8 

pemeriksaan bersama dengan pusat dalam rangka pemeriksaan rutin, sertifikasi 

CPOB dan asistensi regulatori bagi calon industri farmasi bahan baku baru dengan 
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hasil 3 TMK (37,50%). Hal ini menunjukkan industri farmasi di wilayah kerja Balai 

Besar POM di Surabaya masih belum mencapai level maturitas yang diharapkan. 

Sarana produksi pangan yang memiliki porsi terbesar pada target pengawasan 

produksi secara keseluruhan menyumbang 67,47% TMK atau setara dengan 18,91% 

terhadap total sarana yang diperiksa. Sarana produksi obat tradisional secara total 

diperiksa 31 sarana selama tahun 2024 dan 12 sarana TMK, dari 12 sarana TMK ini 8 

diantaranya adalah dari UMKM (UKOT/UMOT).   

 

Pada triwulan III dilaksanakan 3 kegiatan untuk pelaku usaha yaitu Bimtek 

Persyaratan Teknis Mutu Produk Obat dan Makanan bagi Pelaku Usaha, Desk CAPA 

Inspeksi Sarana Produksi dan Desk CAPA Inspeksi Sarana Pelayanan Kefarmasian. 

Bimtek Persyaratan Teknis Mutu Produk Obat dan Makanan bagi Pelaku Usaha 

ditujukan bagi pelaku usaha obat tradisional karena banyaknya produk obat tradisional 

yang tidak memenuhi syarat untuk parameter uji mikrobiologi. Desk CAPA Inspeksi 

Sarana Produksi dilaksanakan untuk mempercepat penyelesaian CAPA dari Industri 

Farmasi sedangkan Desk CAPA Inspeksi Sarana Pelayanan Kefarmasian 

dilaksanakan untuk sarana pelayanan kefarmasian yang mendapatkan sanksi 

Penghentian Sementara Kegiatan agar dapat menyusun CAPA yang efektif dan 

pelanggaran serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang. Desk CAPA juga 

kembali dilakukan di bulan Desember untuk sarana-sarana yang mendapatkan sanksi 

Penghentian Sementara pada triwulan IV agar dapat segera closed CAPA dan dapat 

diaktifkan kembali kegiatannya. 

 
 
 

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.  
 
Tabel 49. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja 
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 

2024 

INDIKATOR 
KINERJA  

TARGET 
ANGGARAN 

2024 

REALISASI 
ANGGARAN 

2024 

% REALISASI 
ANGGARAN  

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase sarana 
produksi Obat dan 

Makanan yang 
memenuhi 
ketentuan  

488.916.000  479.965.126 98,17 102,83 
100 % 

(Efisien) 
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Berdasarkan tabel di atas penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien  karena % 

realisasi anggaran lebih rendah daripada capaian indikator. Selama tahun 2024 terdapat 

revisi anggaran setiap triwulannya untuk mata anggaran produksi antara lain 

pengurangan pada komponen biaya penginapan untuk menambah jumlah uang transpor, 

pengurangan perjadin dalam kota untuk dialihkan ke perjadin luar kota karena sarana 

yang menjadi target pengawasan lebih banyak di luar kota Surabaya. 

 
f.  Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja.  
 

 
Tabel 50. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan 

Indikator  
PJ 

Kegiata
n 

Kode  Kegiatan  
  

Sub Kegiatan  
Target s.d. 

TW IV 
TARGET 1 

TAHUN 
TOTAL 

REALISASI  
Keteran

gan   

13 

Persentas
e sarana 
produksi 
Obat dan 
Makanan 
yang 
memenuhi 
ketentuan 

Inspeksi QIC.001.055 

Pengawasan 
sarana produksi 
obat, obat 
tradisional, 
kosmetika, 
NAPZA, 
prekursor, 
makanan dan 
bahan 
berbahaya 

A 
Pemeriksaan 
Sarana Produksi 
OMKA 

333,261,000 140 kali/trip 119   

          B 
Pemeriksaan 
CPOB 

104,400,000 9 kali/trip 7   

          C 
Inspeksi Bersama 
Sarana Produksi 
(CPOB)  

38,920,000 7 Kali/trip 6   

    Inspeksi QIC.004.055 

Pelaksanaan 
koordinasi 
dalam rangka 
pemeriksaan 
sarana 

C 
Training GMP 
Topik Khusus Bagi 
Inspektur CPOTB 

4,240,000 1 kali/trip 1   

          D 

Peningkatan 
Kapasitas UPT 
melalui Forum 
Koordinasi dalam 
rangka 
percepatan/kemud
ahan untuk 
menindaklanjuti 
hasil kegiatan 
mapping untuk 
UMKM naik 
tahapan CPOTB 
berdasarkan 
beberapa kriteria 

6,020,000 0 kali/trip 0 
Revisi 

Kegiatan 

          E 

Workshop 
Monitoring Dan 
Evaluasi 
Pemeriksaan 
Sarana Produksi 
Pangan Olahan 

6,020,000 1 kali/trip 0   

          N 

Supervisi Desk 
CAPA Tindak 
Lanjut Inspeksi 
CPKB 

12,040,000 0 kali/trip 0 
Revisi 

Kegiatan 
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Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator adalah pemeriksaan 

sarana produksi OMKA, pemeriksaan CPOB, dan inspeksi bersama sarana 

produksi. Pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat 

(Industri Farmasi, Industri Bahan Baku Obat, Unit Pelayanan Darah) sebanyak 27 

sarana, dengan hasil 17 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana tidak memenuhi 

ketentuan; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 52 sarana, dengan hasil 

37 sarana memenuhi ketentuan dan 15 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan 

sarana produksi obat tradisional IOT/IEBA sebanyak 9 sarana dengan hasil 8 sarana 

memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan, sarana produksi 

suplemen kesehatan sebanyak 12 sarana dengan hasil 8 sarana memenuhi ketentuan, 

3 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 1 sarana tutup; sarana produksi UKOT 

sebanyak 25 sarana dengan hasil 17 sarana memenuhi ketentuan dan 8 sarana tidak 

memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UMOT sebanyak 9 sarana dengan 

hasil 7 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan; 

pemeriksaan sarana produksi pangan MD sebanyak 293 sarana dengan hasil 211 

sarana memenuhi ketentuan, 79 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 3 sarana tutup, 

dan pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 16 sarana dengan hasil 12 sarana 

memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan. 

 

Program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi petugas pengawas di tahun 

2024 turut mendukung keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja BBPOM di 

Surabaya. Kegiatan pengembangan komptensi ini diselenggarakan oleh berbagai 

pihak, ada yang diselenggarakan oleh Badan POM baik oleh unit pengampu maupun 

oleh PPSDM, Pemerintah Negara lain yang bekerja sama dengan Badan POM seperti 

PMDA Jepang dengan  GMP Training for API Manufacturing. Program pengembangan 

kompetensi selama tahun 2024 sudah mencakup pengembangan kompetensi untuk 

inspektur pangan, kosmetik, obat tradisional dan obat. 

g. Upaya Peningkatan Kinerja.  
 

Evaluasi dari unit pengampu di pusat yang dilakukan periodik setiap tahun di awal 

tahun menjadi masukan bagi BBPOM di Surabaya untuk menyusun strategi 

peningkatan kinerja pada tahun 2024. Penguatan secara internal melalui monitoring 

dan evaluasi bulanan serta intensifikasi komunikasi internal atas isu-isu yang dapat 

mempengaruhi kinerja misal personel yang purna tugas dan penambahan personel 

baru yang masih membutuhkan pembekalan kompetensi sebelum dapat menjalankan 

tugas sebagai pengawas dilakukan agar kinerja fungsi inspeksi tidak terganggu. 
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Peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek dan pelatihan teknis dinilai efektif 

meningkatkan kinerja inspeksi dengan mengurangi perbedaan persepsi dan 

kesalahan dalam penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Pedoman 

Tindak Lanjut terbaru.  

 
h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
 

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024, maka dipandang perlu 

untuk meningkatkan dan kompetensi petugas pengawas serta melakukan diseminasi 

hasil pelatihan/sosialisasi peraturan terbaru terkait pemeriksaan sarana produksi untuk 

menyamakan persepsi petugas.  

Pembinaan pelaku usaha obat tradisional masih perlu dilakukan dimasa mendatang 

untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan  

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.  
 

Tabel 51. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan Tahun 2024 

 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh 
dengan rumus sebagai berikut: 
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:  

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan  yang memenuhi ketentuan : Jumlah 
sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100% 

  

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, 

kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, 

instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang 

diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan 

kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Keputusan Kepala Badan POM nomor 

295 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan 

Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus 
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Lainnya; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.R-

PW.01.10.3.34.02.22.95 tanggal 15 Februari 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan 

Target Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2022. 

Keputusan Kepala BPOM Nomor 295 tahun 2022 Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengawasan Obat. Per BPOM NO. 9 tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan Obat, Bahan Obat, narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif; 

Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu 

Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak 

Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan 

Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 

HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan 

Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan 

Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak 

Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;  

Pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 766 sarana distribusi di wilayah Jawa 

Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 510 sarana memenuhi ketentuan 

dan sebanyak 254 sarana masih belum memenuhi ketentuan dan 2 sarana tutup, 

sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan pada tahun 2024 adalah sebesar 66,75%.  

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2024 belum 

mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,21% dengan kriteria Cukup.  

 

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 
sebelumnya.  

 
Terdapat perubahan target kinerja 

untuk IKU  Persentase sarana 

distribusi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan di triwulan II 

sebagai hasil riviu dari Biro 

Perencanaan terhadap capaian 

IKU BBPOM di Surabaya tahun 

sebelumnya. Oleh karena itu, target 

IKU dirubah yang semua 66%  

menjadi 70,86%. Apabila 

Gambar 43. Perbandingan realisasi kinerja dan 
capaian Pada Indikator Persentase sarana 
distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 
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dibandingkan dengan target renstra awal, maka capaian dari tahun 2024 adalah 

101,14%, namun apabila dibandingkan dengan target hasil revisi maka capaiannya 

adalah menjadi 94,21%. 

 
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan target nasional  
 

 

Berdasarkan grafik disamping 

bahwa Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi 

syarat tahun 2024 belum mencapai  target Tahun 2024 dengan kategori Akan  

Tercapai.  

 
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja  
 

Pada tahun 2024, pemeriksaan sarana distribusi dilakukan terhadap sarana distribusi 

obat dan sarana pelayanan kefarmasian, pangan, kosmetika, penotifikasi kosmetika, 

sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan. Beberapa hal yang 

mempengaruhi capaian antara lain pelaksanaan intensifikasi pengawasan depot jamu, 

penelusuran penyaluran Obat-oabt Tertentu yang sering disalahgunakan.  

penelusuran Ozempic diduga palsu dan diversi obat keras ke perdagangan daring 

serta adanya temuan obat palsu di saryanfar yaitu Anti Tetanus Serum.  Pada tahun 

2023, inspeksi dalam rangka sertifikasi masih dihitung sebagai capaian dari fungsi 

inspeksi untuk IKU  persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan sehingga menyebabkan capaian IKU menjadi tinggi (70,86%) bila 

dibandingkan dengan target renstra (64%). Pada tahun 2024, fungsi inspeksi tidak lagi 

melakukan inspeksi sertifikasi CDOB yang menggunakan anggaran dari inspeksi 

seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, inspeksi sertifikasi CDOB 

dilakukan menggunakan anggaran dari fungsi sertifikasi sedangkan untuk personel 

menggunakan personel gabungan antara personel fungsi sertifikasi dan inspeksi 

dikarenakan keterbatasan personel dari fungsi sertifikasi. Sehingga, capaian untuk 

Gambar 44Φ Perbandingan 
realisasi kinerja tahun 2024 

dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan 

target nasional Pada Indikator 

Persentase sarana distribusi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

 

 

Gambar 45Φ Perbandingan 
realisasi kinerja tahun 2024 

dengan realisasi kinerja Balai lain 

yang sejenis/setara, dengan 

target nasional Pada Indikator 

Persentase sarana distribusi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan 
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sarana distribusi untuk tahun 2024 adalah murni dari pemeriksaan dalam rangka 

pengawasan rutin dan intensifikasi.  

 

Sarana Distribusi Obat menyumbang 49,21% TMK secara keseluruhan, diikuti oleh 

Sarana Distribusi Obat Tradisional sejumlah 23,62% dan Distribusi Kosmetik sebesar 

18,11%. Kegiatan intensifikasi pengawasan depot jamu pada bulan Agustus 

menunjukkan masih banyak pelanggaran pada depot jamu terutama terkait menjual 

obat tradisional tanpa ijin edar. Hasil instensifikasi pengawasan obat juga 

menghasilkan beberapa sarana mendapatkan sanksi Penghentian Sementara 

Kegiatan karena ditemukan temuan kritis terkait penyaluran obat.  

  

Balai Besar POM di Surabaya dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat 

untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi obat tradisional dan sarana 

pelayanan kefarmasian terkait apa legalitas produk yang dijual dan standar pelayanan 

kefarmasian melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Dinas 

Kesehatan. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat 

membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan 

bagi sarana yang dapat dilakukan bersama. Pemanfaatan grup whatsapp yang berisi 

Dinas Kesehatan se Jawa Timur dan Balai Besar POM di Surabaya untuk koordinasi 

dan diskusi dapat dilakukan agar tidak tergantung dengan pertemuan luring.     

Balai Besar POM di Surabaya juga bekerja sama dengan Universitas Surabaya untuk 

memberikan pembekalan terkait CDOB kepada peserta program profesi Apoteker di 

Universitas Surabaya.  

 
 

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.  
 
Tabel 52. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja 
Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

INDIKATOR 
KINERJA  

TARGET 
ANGGARAN 

2024 

REALISASI 
ANGGARAN 

2024 

% REALISASI 
ANGGARAN  

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase sarana 
distribusi Obat dan 

Makanan yang 
memenuhi 
ketentuan 

772.851.000  699.185.182 90,47 94,21 
100 % 

(Efisien) 
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Berdasarkan tabel di atas penggunaan sumber daya/anggaran efisien  karena % 

realisasi anggaran hampir sama dengan capaian indikator. Pada tahun 2024 terdapat 

revisi anggaran untuk kegiatan Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Saryanfar 

dengan Lintas Sektor, penambahan trip Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan 

Masyarakat sarana Distribusi, pengurangan trip kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Kegiatan DAK non Fisik POM, menambah trip 

Koordinasi/Konsultasi/Joint Inspection/Pengembangan Kompetensi Dalam Kota, 

penambahan trip Inspeksi Bersama CPOB Luar Kota dan Dalam Kota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 
pencapaian pernyataan kinerja.  

 
  

Tabel 53. Rencana Aksi Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan 
Makanan yang memenuhi ketentuan 

Indikator  
PJ 

Kegiatan  
Kode  Kegiatan  

  
Sub Kegiatan  

Target s.d. 
TW IV 

TARGET 1 
TAHUN 

TOTAL 
REALI
SASI 

Keterangan  
  

14 

Persentase 
sarana 
distribusi 
Obat dan 
Makanan 
yang 
memenuhi 
ketentuan 

Inspeksi QIC.004.053 

Pengawasan 
sarana 
distribusi 
obat 
tradisional, 
kosmetika, 
NAPZA, 
prekursor, 
makanan 
dan bahan 
berbahaya 

A Inspeksi Bersama 25,020,000 8 kali/trip 5   

          B 

Pemeriksaan Sarana 
Distribusi Obat Dan 
Sarfanyar, Pangan/ 
Penerapan CDOB/ 
Audit Komprehensif/ 
Aksi Penertiban Obat 
Dan Makanan Ilegal 

677,073,000 310 kali/trip 299   

          C 
Pengawasan Kasus 
Khusus/Food Security 

22,640,000 8 kali/trip 4   

          D 
Pengawasan 
Periklanan 

40,120,000 24 kali/trip 18   
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Indikator  
PJ 

Kegiatan  
Kode  Kegiatan  

  
Sub Kegiatan  

Target s.d. 
TW IV 

TARGET 1 
TAHUN 

TOTAL 
REALI
SASI 

Keterangan  
  

          F 
Pengawasan 
Penerapan 
Farmakovigilans 

11,070,000 0 kali/trip 0 
Revisi 

Kegiatan 

    Inspeksi QIC.004.055 

Pelaksanaan 
koordinasi 
dalam 
rangka 
pemeriksaan 
sarana 

F 

Pertemuan Koordinasi 
Inspektur OT dan SK 
dalam Rangka 
Memaksimalkan 
Kinerja Pengawasan 

9,060,000 1 kali/trip 0   

          G 
Bimbingan Teknis 
Inspektur Kosmetik 

5,190,000 0 kali/trip 0 
Revisi 

Kegiatan 

          H 

Forum Komunikasi 
Pengawasan Sarana 
Distribusi dan 
Pelayanan ONPP 

6,020,000 1 kali/trip 1   

          I 

Bimbingan Teknis 
Pengawasan Produk 
Tembakau untuk UPT 
BPOM di seluruh 
Indonesia (Acara back 
to back meeting 
dengan kegiatan Tim 
Kerja Pengawasan 
Mutu ONPP dan Tim 
Kerja Pengawasan 
Informasi ONPP 

4,360,000 1 kali/trip 1 
Revisi 

Anggaran 

          J 

Monitoring dan 
Evaluasi Hasil 
Pengawasan Iklan dan 
Label Produk 
Tembakau bersama 
UPT BPOM 

4,560,000 0 kali/trip 0 
Revisi 

Anggaran 

          K 

WORKSHOP 
PENGUATAN 
PENGAWASAN POST 
MARKET IKLAN DAN 
PENANDAAN OBAT 
UNTUK UPT DI 
SELURUH 
INDONESIA 

5,732,000 1 kali/trip 1   

          L 
Sosialisasi Regulasi di 
Bidang Obat 

2,520,000 0 kali/trip 0 
Revisi 

Anggaran 

          M 
Forum Komunikasi 
Inspektur Kosmetika 

11,464,000 0 kali/trip 0 
Revisi 

Anggaran 

          O 

Advokasi Ke Pemda 
Wilayah Sentra 
Pangan Fortifikasi dan 
Wilayah Prioritas 
Percepatan 
Penurunan Stunting 
terkait Pengawasan 
Pangan Fortifkasi 

8,850,000 0 kali/trip 0 
Revisi 

Anggaran 

 
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain: inspeksi 

bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarfanyar, pangan/ penerapan 

CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan 

kasus khusus/food security, pengawasan periklanan. Pada triwulan III terdapat 



 

 

мом 
 

kegiatan Pelatihan CDOB Senior, Pelatihan Inspektur OBASK Juniorserta Forum 

Komunikasi Peredaran Obat yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi 

petugas dan membahas isu-isu terkait pengawasan obat dan obat alam dan suplemen 

kesehatan. 

 

Pada tahun 2024 jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa sebanyak 295 sarana 

meliputi 91 sarana PBF dengan hasil 48 sarana Memenuhi Ketentuan (MK), 41 sarana 

Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan 2 sarana tutup, 46 sarana Apotek dengan hasil 

16 sarana MK dan 30 sarana TMK, 9 sarana Toko Obat dengan hasil 4 sarana MK 

dan 5 sarana TMK, 28 sarana Instansi Farmasi Pemerintah dengan hasil 18 sarana 

MK dan 10 sarana TMK, 45 sarana Rumah Sakit dengan hasil 31 sarana MK dan 14 

sarana TMK, 36 sarana Puskesmas dengan hasil 33 sarana MK dan 3 sarana TMK, 

40 sarana Klinik dengan hasil 18 sarana MK dan 22 sarana TMK. 

 

Untuk sarana distribusi kosmetik selama tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 

184 sarana yang meliputi 141 sarana distribusi kosmetik dan 43 sarana klinik 

kecantikan. Klinik kecantikan yang diperiksa meliputi klinik penotifikasi dan juga 

importir. Distribusi kosmetik yang diperiksa Klinik Kecantikan yang diperiksa sejumlah 

43 sarana dengan hasil 35 sarana MK dan 8 sarana TMK. Untuk sarana distribusi obat 

tradisional selama tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 141 sarana dengan 

hasil 81 sarana MK dan 60 sarana TMK. Sedangkan untuk distribusi pangan, 

pengawasan diintesifikasikan pada saat menjelang lebaran dan nataru. Selain 

pengawasan rutin menggunakan form 33, pada saat instensifikasi pangan menjelang 

lebaran dan nataru juga berfokus pada produk TIE, rusak dan kadaluarsa. Selama 

tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 59 sarana distribusi pangan dengan hasil 

38 sarana MK dan 21 sarana TMK.  

 
g. Upaya peningkatan kinerja.  

 
Penguatan secara internal melalui monitoring dan evaluasi bulanan serta intensifikasi 

komunikasi internal atas isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja misal personel yang 

purna tugas dan penambahan personel baru yang masih membutuhkan pembekalan 

kompetensi sebelum dapat menjalankan tugas sebagai pengawas dilakukan agar 

kinerja fungsi inspeksi tidak terganggu. 

 

Peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek dan pelatihan teknis dinilai efektif 

meningkatkan kinerja inspeksi dengan mengurangi perbedaan persepsi dan 
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kesalahan dalam penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Pedoman 

Tindak Lanjut terbaru. Pada triwulan II dibuat rekomendasi mengenai pembinaan 

pelaku usaha dalam penyampaian CAPA dan dilaksanakan pada triwulan III untuk 

PBF berupa kegiatan Desk CAPA sertifikasi bekerjasama dengan fungsi sertifikasi.  

 

 
h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  

 
Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan, maka dipandang perlu untuk 

melaksanakan kembali Cangkrukan dengan target peserta penanggung jawab sarana 

distribusi dan pelayanan kefarmasian, pertemuan rutin dengan Gabungan Pengusaha 

(GP) Farmasi, dimana selain dilakukan sosialisasi peraturan serta diskusi terkait 

permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga diharapkan kepatuhan pelaku usaha 

dapat meningkat. Selain itu perlu kembali diaktifkan Jejaring Pengawasan Obat dan 

Makanan dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya untuk 

meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di 

Surabaya. 

 

 

6. Indeks Pelayanan Publik UPT  

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.  

Tabel 54. Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2024 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  % Capaian  Kategori  

Indeks Pelayanan 

Publik UPT 

4,95 5,00 101,01  Sangat 

Baik 

 

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja 

pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 

2. Profesionalitas SDM (18%); 

3. Sarana Prasarana (15%); 

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 

5. Konsultasi dan Pengaduan (15%); 

6. Inovasi (7%). 

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 
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Pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan 

Publik (UPP) Badan POM, dan BBPOM di Surabaya memperoleh Indeks Pelayanan 

Publik dengan nilai 5,0 dengan kategori Pelayanan Prima. BBPOM Surabaya 

mendapatkan nilai sempurna untuk semua aspek yang dinilai. 

 

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - 

sebelumnya.  

 

Berdasarkan grafik disamping dapat 

disimpulkan bahwa Target tahun 

2024 ditetapkan lebih tinggi daripada 

target review Renstra karena pada 

tahun 2023 target telah tercapai 

melebihi target tahun 2024 jadi tidak 

mungkin menetapkan target tahun 

2024 lebih rendah dari capaian tahun 

2023. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja 

tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan 

target nasional  

 

Dari grafik di samping diketahui bahwa 

Indeks Pelayanan Publik tertinggi dicapai 

oleh BBPOM Surabaya dan BBPOM 

Yogyakarta dengan nilai sempurna 5, 

disusul berturut turut oleh BBPOM 

Jakarta, BBPOM Semarang dan BBPOM 

Bandung. Semua BBPOM telah 

melampaui target nasional BPOM.  

 

 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja  

 

Gambar 47. Perbandingan realisasi kinerja 
tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain 
yang sejenis/setara, dengan target nasional 

Gambar 46. Perbandingan realisasi dan 
capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) 
tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya  


































































































































































































































































































































































































































































































